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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September

1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian

menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ b be
(Sl ta’ t te
&y Sa 5 es (dengan titik di atas)
z Jim j je
z h h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh Ka dan ha
3 dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)

vil



3 ra T er

) Za z zet

g Sin 8 es

LJ: syin sy es dan ye
U sad 8 es (dengan titik di bawah)
U dad d de (dengan titik di bawah)
1. ta’ t te (dengan titik di

bawah)

1 Za y4 zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain NI Koma terbalik ke atas
'8 gain g ge
b fa’ f ef

) qaf q ki

3 kaf k ka

J Lam ] el

mim m em
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O nun n en
9 waw w we
) ha’ h ha
e hamzah ' apostof
T ya’ y ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fatihah a a
~ Kasrah i i
4 Dammah u u
Contoh: »-5 - kataba L-"-'! - yazhabu
B -faala J - sulla

X



2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
& Fathah dan ya ai adani
a—:— Fathah dan au adanu
wawu

Contoh: Lﬂ-;’; - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf;,

dj}i — haula

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda

$ .. Fathah dan alif a a dan garis di

atau ya atas
e Kasrah dan ya 1 i dan garis di

atas
Dammah dan a u dan garis di

wawu atas




Jé - gala Q - qila
6‘3 - rama J 98 - yaqiilu

. Ta Marbutah

Transliterasi untuk 74 marbyrah ada dua:

1) Ta marbutahhidup

2)

3

ta marbital yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

Ta marbytah mati

Ta marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /b/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya fa marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka fa marbytah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh;
Jl.rib 91 i-b” Raudah al-atfii]
5) j-‘“ i e al-Madinah al-Munawwarah

Jseld Talhah

Xi



5.

6.

Syaddah (tasydid)

Syaddah atau fasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Wiy - rabbana

J3 - nazzala
Kata Sandang Alif + Lam.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu JJ!, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanda sambung atau hubung,.
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Contoh:

o Al - al-Qur’an

‘..Lih - al-Qalamu

w‘...‘j.“ - al-Qivas
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal Js Akala
Hamzah di tengah O 9o ta’khuzina
Hamzah di akhir ¢ 431 an-nau’u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, istm maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lair karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata terscbut bisa dilakukan dua cara;
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bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih
penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

B3 Mg gb & OVy : wa innallzha Ishuwa khair al-rizigin

Sty JSI VB9 : f3 awsT al-kaila wa al-mizina

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandang.

Contoh:

J gy YV S\ g : Wa Ma Mubammadun [lla Rasil.

ot @YY o1y Adl g : Wa Lagad Ra’dhu Bi Al-Ufug Al-Mubin
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pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya

dan para pembaca pada umumnya.
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ABSTRAK

Keterangan Ahli Perspektif Hukum Islam
(Studi Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggungjawab)
Oleh: Husni Mubarok
Jurusan Syari’ah, Prodi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
chusnimubarok91@yahoo.co.id

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika telah ada seseorang
yang melakukan tindak pidana, sebaliknya tindak pidana tidak tergantung pada
apakah ada orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.
Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada
orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian,
tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang
bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Demikian juga di dalam hukum
pidana Islam, seseorang itu belum dapat dipertanggungjawabkan manakala tidak
ada perbuatan yang dilanggar. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang menjadi
fokus pada penelitian ini adalah: “ Bagaimana keterangan ahli dalam Pasal 44
KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab perspektif hukum
Islam”.

Tujuan penelitian ini tidak lain untuk mengetahui faktor yang melandasi
ketidakmampuan seseorang dalam pertanggungjawaban hukum merupakan syarat
agar tidak dikenai hukuman dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana
dalam perspektif hukum pidana Islam. Bentuk Penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (!ibrary reseach) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya
diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan
dengan karya-karya yang membahas tentang tema penelitian sejenis serta
menganalisisnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Di samping itu pertanggungjawaban dapat ditegakkan atas 3 (tiga) dasar;
(1) adanya perbuatan yang dilarang, (2) dikerjakan dengan kemauan sendiri dan
(3) mengetahui  akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang
dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri,
dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.
Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah
menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang
dilarang secara syar’i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.
Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan
keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang
ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perspektif Hukum Islam
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi dengan tujuan agar mengisi
dan memakmurkan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum-

Nya. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai
kasih sayang Allah SWT terhadap umat manusia, Allah menurunkan aturan dan
hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad
Rasulullah SAW. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya disyari’atkan
Tuhan untuk mengatur kehidupan baik yang terkait dengan masalah keagamaan
maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini,
mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam
hidupnya'

Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlaku

adil, sebagaimana difirmankan dalam surat al-* Araf ayat 29 sebagai berikut.
2 8 8- o - W - q 0 g~ S 2 2wl 0 we - o gt
o503y dalua (K Ne & gy |l Wil 3y Al (8
2 2o G Tt C o, 1
Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang
dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu
kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada

permulaan  (demikian  pulalah ~ kamu akan  kembali
kepadaNya)".(Q.S. al-A’raf: 29).

! Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial - Dirasah Islamiah 111, (Jakarta : Rajawali

Press dan LSIK, 1992), him. 13.

? Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Al wa’ah, 1993),

hlm. 225.



Indonesia adalah negara hukum, maka segala tingkah laku seseorang harus
mendasarkan pada hukum yang berlaku, demi tercapainya masyarakat yang
dicita~citakan yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk tercapainya keadilan
harus ada keserasian antara kebebasan dan ketertiban. Di dalam membatasi
kebebasan yang merupakan hak asasi manusia ini, timbullah aturan-aturan hukum
yang bertujuan untuk adanya ketertiban dan ketentraman. Salah satu hukum yang
mengatur ketertiban masyarakat adalah hukum pidana.3 Hukum pidana dapat
membatasi kemerdekaan seseorang dalam menjatubkan pidana penjara atau
kurungan, bahkan lebih dari itu, karena hukum pidana dapat menghilangkan
nyawa seseorang. Oleh karena itu, penegak hukum harus berhati-hati dan benar-
benar menjalankan tugasnya demi tercapainya keadilan.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang beriaku
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:*

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu.

2. Menentukan kapan dan hal-hal apa yang telah melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan,

3. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.

* Adi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), him. 83

* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2600), him. |



Keadilan menjadi suatu tuntutan bagi setiap orang. Di hadapan hukum
semua manusia sama tanpa membedakan kaya, miskin, lemah, kuat serta
tingkatan lainnya. Dalam kaitanya dengan dunia peradilan, seorang hakim
dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan perkara tanpa membeda-bedakan
suku, ras, agama, atau ikatan-ikatan lainnya. Dengan demikian, penegakan
keadilan bersifat universal tidak berpihak.

Islam merupakan agama sekaligus suatu sistem yang menjamin untuk
mewujudkan keadilan sesuai dengan kemaslahatan manusia dalam setiap zaman
dan setiap tempat. Tujuan disyari’atkannya Islam adalah untuk mewujudkan
kebaikan bagi manusia, Adanya lembaga peradilan sudah menjadi keharusan
dalam merealisasikan kebaikan-kebaikan tersebut. Dengan adanya lembaga
peradilan, hak-hak manusia dapat dilindungi, perselisihan di antara mereka dapat
diselesaikan serta tindakan sewenang-wenang dapat dicegah. Tugas dalam bidang
peradilan khususnya dalam Islam merupakan fugas yang sangat mulia, sebab
tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut
tanggungjawab yang besar dalam melaksanakannya, khususnya bagi hakim
dituntut untuk membuktikan suatu perbuatan benar atay salah dalam suatu
perkara. Al-Qur’an menyatakan dengan tegas, bahwa untuk memperoleh suatu
keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan alat bukti yang bisa
membuktikannya.

Di antara alat bukti tersebut adalah keterangan ahli, yaitu keterangan yang

diberikan oleh sescorang yang mempunyai keahlian suaty permasalahan tertentu,



sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 43 dan hadis Nabi
yang berbunyi:
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Artinya:” Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang
lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui”. (Q.S. an-Nahl:43)
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Artinya: "Menceritakan  kepada  kami  Muhammad  ibny Sunan
menceritakan kepada kami Fulaih menceritakan kepada Ibrahim
ibn al Munzir menceritakan kepada kami Muhammad Ibn F ulaih,
dia berkata: Bapaku menceritakan kepadaku, dia berkata: dan
menceritakan kepadaku Hilal ibn Ali dari ‘Ato ibn Yasar dari
forahim dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasululullah SAW
bersabda : *“ Apabila suatu perkara ditangani oleh yang bukan
ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya,

Akan tetapi ada pendapat apakah keterangan ahli dapat atau tidaknya
dijadikan sebagai alat bukti?. Sebagian pendapat menyatakan tidak ada dalil yang
menyatakan bahwa keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan,
dengan mengartikan ahl al-zikri yang dimaksud ayat tersebut di atas adalah ah/
kitab (yaitu orang Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi sebagian lagi menyatakan

bahwa keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan, dengan

* Depastemen Agama Rl, A/ Qur'an dan Terjemahnya......, him. 408,

% Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Barzabah al-Bukhari, Sapis
Bukhari, jilid I, (Semarang: Toha Putra), him. 21. DA



mengartikan ahl al-zikri yang dimaksud oleh ayat tersebut di atas adalah orang
yang mempunyai pengetahuan khusus (ahli).

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Perbuatan-perbuatan vang
telah ditentukan dalam aturan hukum pidana dapat dituntut untuk dijatuhi pidana
apabila aturan tersebut dilanggar, karena dalam hukum pidana (KUHP)
menganut Asas Legalitas, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP
yang berbunyi: “Suvatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.®

Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “Nulum delictum
nula poena sine praevie lage (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan
lebih dahulu). Dengan mengingat asas legalitas sebagai ketentuan dalam hukum
pidana Indonesia, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan
pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan Undang-undang
hukum pidana.

Akan tetapi walaupum telah memenuhi rumusan dalam undang-undang
hukum pidana atau disebut telah melakukan petbuatan tersebut, belum tenmy
dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apabila
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Jika ternyata

tidak dapat dibuktikan kesalahannya maka berlakulah aturan hukum yang tidak

tertulis dikenal dengan nama Asas geen straf zonder schuld (tidak ada pidana

7 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilenghapi Yuresprudensi Mahkamah Agung
dan Haqge Raad, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), him. 353,
KUHAP dan KUHP, Cetakan ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007}, him. 1.



tidak ada kesalahan). Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi
pidana harus memenuht unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban
dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).’

Ketidakmampuan seseorang dalam konteks pertanggungjawaban hukum
merupakan syarat bahwa sescorang tersebut mempunyai kecakapan untuk
bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dalam hal ini telah
disebutkan, bahwa untuk adanya pertanggunganjawab pidana diperlukan syarat
bahwa pembuat pidana mampu bertanggung jawab.

Dalam mempertanggungjawabkannya itu juga harus memenuhi 3 (tiga)
syarat yaitu bahwa:

a) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya.

b) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam
pefgaulan masyarakat.

c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan-
perbuatan tersebut.'®

Pengertian pertanggungan jawab dalam hukum pidana, dinamakan
criminal libilyti atau resposibilty, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian
perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan pidana, belum tentu dapat dijatuhi
pidana, sebab masih harus dilibat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas
perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggung

jawabkan dalam hukum. Dengan demikian bahwa orang telah melakukan

? Adi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), him. 75.
1° Sudarto Hukum Pidana I, (Yayasan Sudarto : Semarang, 1990), him. 96



perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat
dipidana.

Di dalam praktek ada beberapa jenis penyakit jiwa, hingga penderitanya
bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (gedeeltelijke
ontoerekeningsvatbaarheid). misalnya:

a. Kleptomanie, merupakan penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat
dan tek tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar
bahwa perbuatannya terlarang.

b. Pyromanie, merupakan penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk
melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.’

Dalam keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu
dapat tidak dipertanggnmgjawabkan atas perbuatannya, yang ada hubungannya
dengan penyakit itu.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum ( ’Awarid)
dengan melihat konsep ahliyyah, bahwa dalam membicarakan subjek hukum
telah dijelaskan di antara syarat subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul
beban hukum yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hulum.
Kecakapan dikenai hukum atau abliyyah al-wujub berlaku untuk seseorang
dalam kapasitasnya sebagai manusia, dimulai dari janin dalam perut ibunya,
kemudian lahir, berkembang, sampai dewasa dan berakhir dengan kematian. Hal

ini berarti bahwa semua manusia cakap dikenai hukum. Oleh karena itu tidak

1 Sudarto Hukum Pidma... ..., him. 96.



satu pun yang dapat mempengaruhi kecakapannya untuk dikenai hukum atau

taklif itu.

Kecakapan untuk berbuat hukum atav ahfyyah al-‘ada tidak berlaku
untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu,
dalam hal ini adalah baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai
umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan berakal,
maka ia dinyatakan cakap untuk melaksanakan hukum ataun mukallaf.
Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah
memenuhi syarat untuk menerima beban raklif, kadang-kadang terjadi
pada dirinya sesuatu yang menyebabkannya dalam keadaan tertentu tidak
dapat melaksanakan beban hukum, baik tersebab oleh sesuatu yang
timbul dari dirinya sendiri, maupun timbul dari luar dirinya. Halangan itu
mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum
atau menghilangkan kemampuan sama sekali."”

Sehubungan dengan alat bukti tersebut, untuk dapat dijatuhi atau tidaknya
terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, seperti yang didakwakan
kepadanya, sangatlah tergantung pada alat pembuktian yang sah menurut
Undang-undang dan mendapat keyakinan dari hakim. Hal ini sesuai dengan
bunyi pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahaun 2004 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,
karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat
keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,
telah bersalah atas pebuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dari uraian tersebut di atas perlu diketahui sampai sejauh mana

keterangan ahli berkenaan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab seperti

yang disebutkan dalam pasasl 44 KUHPidana adalah sebagai berikut:

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid I Cet IIl (Jakarta : Logos Wacana [imu, 2005), him.
399-400.



1. Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak
dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya
atau sakit berubah akal.

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya
sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal maka, dapatlah
hakim memerintahkan untuk memasukan ke rumah sakit jiwa selama-
lamanya satu tahun untuk diperiksa.

3. Ketentuan pada ayat di atas ini hanyalah berlaku untuk Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan pengadilan Indonesia yang
setingkat dengan Pengadilan Negeri."?

Upaya pembuktian dalam mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana
lain telah dilakukan oleh badan-badan peradilan, karena barang bukti sangat
menentukan bagi terungkapnya suatu tindak pidana dan juga sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan suatu perkara. Dalam hal ini keterangan ahli
menjadi penting untuk membantu para hakim dalam memutuskan perkara dan
keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Para ahli yang membantu
mengungkap kasus pidana, salah satunya adalah ahli kedokteran.

Dari uraian tersebut di atas perlu diketahui sampai sejauh mana
keterangan ahli menurut hukum Islam, tinjavan pasal 44 KUHPidana tentang
ketidakmampuan bertanggung jawab.

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan dalam memahami

judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah dalam judul sekripsi

ini sebagai berikut :

' Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981 ), him. 50.
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l. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.'* Dalam hukum positif,
keterangan ahli (expertise) adalah keterangan pihak ketiga yang bersifat
objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan dalam
rangka menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli sebagai alat
bukti diatur dalam pasal 154 HIR, 181 RBg, dan 215 Rv.'’

2. Ketidakmampuan bertanggug jawab

Dalam literatur hukum, definisi ketidakmampuan bertanggung jawab,
adalah “Suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun
dari orangnya”.'® Dalam hal ini melihat konsep ahliyah yaitu Suatu sifat yang
dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari’]l untuk menentukan
sesotang telah cakap dikenai tuntutan syara’ maksudnya bahwa ahliyyah
adalah sifat yang menunjukkan sescorang itu telah sempuma jasmani dan
akainya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Jadi apabila
seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan
suatu tindakan hukum.'’

3. Hukum Islam

Bebearapa istilah hukum dalam Islam yaitu syari’at, hukum syara’, figih

dan hukum Islam. Secara etimologis (fughawi) syari’ah berarti jalan ke

" KUHAP dan KUHP, Cetakan ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 203.

' Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Isiam dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 117. ’

' Sudarto, Hukum Pidana I, ( Semarang: Yayasan Sudarto, Cet II, 1990), hlm. 93.

” Nasrun Haroen, USHUL FIQH 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), him. 308,
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tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai.
Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari’ah,
dalam artian /ughawi, karena umat Islam selalu melaluinya dalam
kehidupannya di dunia. Kesamaan syari’ah Islam dengan jalan air adalah dari
segi bahwa siapa yang mengikuti syari’ah ia akan mengalir dan dan bersih
jiwanya. Jadi definisi syari’ah adalah “Segala titah Allah yang behubungan
dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak”. Dengan
demikian syari’ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat
amaliah.'®

Walaupun pada mulanya syari’ah itu diartikan “agama” sebagaimana
yang disinggung Allah dalam surat al/-Syura (42): 13, namun kemudian
dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliah. Pengkhususan ini
dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara
universal, sedangkan syari’ah berlaku untuk masing-masing umat yang
berbeda dengan umat yang sebelumnya. Dengan demikian kata syari‘ah lebih
khusus dari agama.

Di antara ulama ada yang lebih mengkhususkan lagi pemakaian kata
syari’ah itu dengan: Apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta
pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan
haram. °

Hukum syara’ adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum

dan kata syara’. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh ........ him. 1-2.
% Amir Syarifuddin, Ushul Figh ........ hlm. 1-2.
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berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara’
secara etimologis berarti: "jalan, jalan yang biasa dilalui air. Maksudnya
adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Bila kata
hukum dirangkaikan dengan kata syara’ yaitu hukum syara akan berarti:
“Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku
manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat wntuk semua umat
yang beragama Islam.”® Hukum syara’ terdiri atas 2 (dua) macam yaitu
hukum takfif dan hukum wad’i. Hukum fakfif jelas menyangkut perbuatan
mukallaf; sedangkan sebagian hukum wad’i ada yang tidak berhubungan
dengan perbuatan mukallaf seperti tergelincirnya matahari untuk masuknya
kewajiban shalat duhur, tergelincimya matahari itu (sebagai sebab) adalah
hukum wad i; dan karena tidak menyangkut pebuatan nmukallaf, maka ia tidak
termasuk objek hukum.

Memang perbuatan itu melekat pada manusia hingga bila suatu
perbuatan telah memenuhi syarat sebagai objek hukum, maka berlaku pada
manusia yang mempunyai perbuatan itu beban hukum atau taklif. Dengan
demikian untuk menentukan apakah sesorang dikenai beban hukum terhadap
suatu perbuatan, tergantung pada apakah perbuatannya itu telah memenuhi
syarat untuk menjadi objek hukurn, Jadi seseorang hamba tidak akan dituntut
melakukan sesuatu yang ia tidak mungkin melakukannya.?!

Figh secara etimologis berarti paham yang mendalam. Figh dalam arti

terminologi menurut para ulama adalah: “flmu tentang hukum-hukum syara’

® 1bid...., him. 307-308.
2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., him. 383.
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yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari
dalil-dalil yang taf3ili”. Kegiatan menggali atau mengambil hukum dari dali-
dalilnya yang tafshili itulah yang merupakan kegiatan akal pikiran. Hasil
pemahaman manusia melalui akal pikirannya tersebut, akan banyak
tergantung kepada kualitas dan kondisi setiap manusia,??

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata Hukum dan kata Islam.
Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam
bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa
Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang
terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam al-Qur’an: juga
tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu kita tidak
akan menemukan artinya secara definitif,

Untuk memahami pengertian Hukum Islam, perlu diketahui lebih
dahutu kata hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu
disandarkan kepada kata Islam. Ada kesulitan dalam memberikan definisi
pada kata hukum, karena setiap definisi akan menemukan titik lemah.
Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut inj
akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu: "Seperangkar
peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok
masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat

itu; berlaku dan mengikat seluruh anggotanya . ?

2 Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Istam dalam T
Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), him. 18. alam Tata
B Amir Syarifuddin, Ushul Figh....., him. 5.
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Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah sebuah peraturan
berdasarkan ketentuan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku
manusia, yang dibuat oleh orang-orang yang diberi wewenang dalam suatu
masyarakat tersebut, berlaku serta mengikat bagi semua umat yang beragama
Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut
hukum Islam adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan bagi
hakim untuk memutuskan suatu perkara dalam peradilan. Keterangan ahli itu
harus jelas dan menyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal
dan berakal. Kriteria lain yaitu semua keterangan ahli menurut Undang-
undang di lingkungan peradilan, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan
dengan hukum Islam.

C. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah: “Bagaimana keterangan ahli menurut hukum Islam terkait
dengan Pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab”.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam
mengenai keterangan ahli ketentuan pasal 44 KHUPidana tentang
ketidakmampuan bertanggung jawab.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi pembaca, sebagai bahan guna mengatasi problematika yang muncul

dalam masyarakat dalam pengembangan keilmuan khususnya hukum
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Islam, serta hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menilai peraturan
perundang-undangan atau ketentuan hukum yang ada, yang berkenaan
dengan pembuktian di sidang pengadilan.

b. Bagi akademis, untuk mendukung pelaksanaan program keilmuan,
khususnya dari segi pendidikan hukum Islam serta dapat memberikan
informasi kualitatif mengenai pembuktian dengan alat bukti keterangan
ahli menurut hukum Islam dan pengabdian terhadap masyarakat untuk
para penyusun dalam penelitian selanjutnya.

¢. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu penerapan teori yang
pernah diperoleh selama kuliah, serta untuk menambah wawasan baru
melalui analisa studi pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan

bertanggungjawab dalam hukum Islam

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka akan dilihat beberapa karya atau buku penelitian
yang ada relevansinya dengan penelitian yang berjudul keterangan ahli menurut
hukum Islam, tinjauan pasal 44 KHUP tentang ketidakmampuan bertanggung
jawab. Telaah pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan
penelitian bagi penulis dalam memposisikan penelitiannya.

Mengenai keterangan ahli/saksi ahli juga sudah ditulis oleh Slamet
Mubasir dalam skripsinya yang berjudul Saksi 4Ahli Dalam Peradilan Islam,
menjelaskan bahwa dalam sistem pembuktian peradilan Islam, saksi ahii dapat

dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Keterangan saksi ahli adalah keterangan
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yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna pemeriksaan. Keterangan
ahli diperoleh dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari
suatu peristiwa hukum.?*

Anshoruddin dalam bukunya Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara
Islam dan Hukum Positif, menjelaskan bahwa untuk membukiikan peristiwa-
peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti
yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa
yang dilakukan. Di antara yang bisa dijadikan alat bukti adalah saksi ahli.
Keterangan ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang
tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah
yang dihadapi, agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang menyakinkan,
Inisiatif untuk meminta bantuan kepada saksi ahli bisa datang dari hakim atau dari
orang yang berperkara.”®

Disebutkan oleh Mukti Arto dalam bukunya “Prakrek Perkara Perdata
Pada Pengadilan Agama™ bahwa keterangan ahli bisa dijadikan sebagai alat bukti
dalam persidangan, jika dirasa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi telah
diajukan, akan tetapi dirasa oleh hakim belum terang mengenai permasalahannya,
maka para pihak bisa mengajukan saksi ahli untuk memperkuat keyakinan

hakim.”®

% Skripsi Slamet Mubsasir, Saksi Ahii Dalam Peradilan Islam, 2010
2 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama, (Yo,
i gyakarta: Pust
Pelajar, 2000). him 199 aka
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Prof. Dr. Muhammad Dailamy dalam bukunya Peradilan Islam Perspektif
al-Qur'an dan Hadis diterangkan bahwa persaksian dari seorang ilmuwan (ahli)
keterangan dari scorang ilmuwan bisa dijadikan sebagai alat bukti, beliau merujuk
pada hadis tentang persaksian Mujazziz atas kasus Zaid bin Haris dan Usamah
bin Zaid. Usamah adalah anak Zaid, dia jadi pembicaraan di golongan orang-
orang Quraisy. Seolah-olah betulkah Usamah itu anak Zaid, padahal ibu bagi
Usamah yaitu Ummu Aiman itu hitam, dari bangsa Habsyah. Dan suatu saat
Mujazziz, seorang ahli Qiyafah, yaitu ahli pemeriksa tanda-tanda dan bekas-bekas
pada manusia dan binatang, beliau datang ke Masjid Nabi SAW. Sedang Zaid dan
Usamah sedang tidur berselimut, tetapi kaki mereka terbuka. Maka Mujazziz
melihat kaki itu dan berkata.”kaki-kaki ini sebagian dari sebagian, yakni sebagian
inenyetupai sebagian,”’

Sedangkan dalam kitab yang berjudul a/-Tasyri al-Jina’i al Islami karya
‘Abd al-Qadir Audah di antaranya membahas pengertian jarimah, hapusnya
pertanggungjawaban pidana yang diistilahkan af masa af jindyah. Hapusnya
pertanggungjawaban pidana ada 2 (dua), karena adanya sebab yang berkaitan
dengan perbuatan dan adanya sebab dengan pelaku itu sendiri.?®

Dari beberapa karya tulis yang membahas tentang keterangan ahli dalam
peradilan sebagai alat bukti sebagaimana terpaparkan di atas, terlihat masih dalam
sudut pandang spesifik, yakni masing-masing dalam pandangan hukum acara

perdata maupun dalam pandangan hukum Islam.

*? Prof. Dr. Muhammad Daelamy SP, Peradilan Islam Perspektif al-Qur ‘an don Hadis, (Buku
Ajar:2009.) '
* Abd al-Qadir Audah, al-Tasyr al-Jin'i al Islim, (Bairut : Muasasah Ar-Risalah, 1996),
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Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur di atas, penulis
bermaksud untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai mengenai ketentuan
keterangan ahli menurut hukum Islam, sehingga akan diketahui hal-hal yang
membedakan dengan beberapa karya tulis di atas. Dan diharapkan penelitian
penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan ilmiah dalam
kajian hukum Islam.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach)
yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
kepustakaan.”® Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku
kepustakaan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini,
dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis
schingga menjadi sebuah kesimpulan,
2. Metode Pengumpulan Data
Karena jenis penelitiannya adalah library research, maka metode
pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Metode
dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yamg
berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-
buku, transkip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain®®

3. Sumber Data

» Abuddin Nata, Metode Studi Isiam, Cet. 1V, (Jakarta : Grafindo Persada, 2001), him. 125,
3 Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suaty Pendekatan Pralais, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 206.
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Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data
sekunder.

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang
dirinci.>! Oleh karena itu yang dijadikan data primer dalam penelitian
ini adalah al-Qur’an dan al-Hadis, KUHPidana dan KUHAPidana.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau
sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh oleh
penliti dari subyek penelitiannya,”® seperti “Bunga Rampai Hukum
Pidana dan Acara Pidana” Editor Andi Hamzah, "Hukum Pidana I
karya Sudarto, , Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama
Karya Mukti Arto, Hukum Acara Peradilan Agama, karya H. Roihan,
Hukum Pembulktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif

Karya H.Anshoruddin. dan lain-lain yang berkenaan dengan tema ini.

4. Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode
Content Analisy. Menurut Holsti, content analisys adalah teknik apapun yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik
pesan, yang digunakan secara obyektif dan sistematis.’® Cara ini penulis

gunakan untuk memahami data yang terdapat dalam kitab-kitab, buku-buky

3! Winamo Surahmad, Pengantar Penelitian limiah, (Bandung: Tarsito, 1982), him. 163.

%2 Ibid, him. 126.

¥ Soedjono Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, Cet. 1, (3 .
PT Rineka Cipta), him. 13-15. akarta:
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dan literatur lainnya. Yaitu dengan cara mengambil beberapa pendapat ulama
dan para pemikir hukum Islam tentang keterangan ahli menurut hukum Islam,
tinjauan pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab,
selanjutnya penulis mencoba memahami isi dan melakukan analisis dari
berbagai pendapat untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam skripsi ini dan untuk
lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulisan mengklasifikasikan
permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan
sitilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab I Membahas tentang gambaran umum Pertanggungjawaban Hukum,
meliputi: Pertanggungjawaban hukum menurut hukum Islam, dan hukum positif;
Dasar pertanggungan jawaban pidana dalam hukum Islam dan positif, Hapusnya
pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif, dan
Ketidakmampuan bertanggungjawab. Sedangkan Pembuktian hukum meliputi,
Sedangkan pembuktian dalam hukum islam, Pembuktian dalam hukum positif.

Bab III. Tinjavan hukum Islam terhadap keterangan ahli, meliputi:
Pertanggungjawaban hukum dalam sistem pembuktian; Relevansi pembuktian
dengan  menggunakan  keterangan  ahli  tentang ketidakmampuan
bertanggungjawab; Serta analisis ketentuan Pasal 44 KUHPidana tentang
ketidakmampuan bertanggung jawab.

Bab IV Kesimpulan, saran-saran serta kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABA'N HUKUM

A. Pertanggung Jawaban Hukum /Ahliyyah
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum/Ahliyyah

Dari segi etimologi ahliyyah berarti “kecakapan menangani suatu
urusan”. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki sesuatu jabatan
atau posisi; berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu.

Secara terminologi, para ahli usul figh mendefinisikan ahliyyah
dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’i
untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Ahliyyah
adalah sifat yang menunjukan seseorang itu telah sempurna jasmani dan
akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila
seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan
suatu tindakan hukum, seperti seseorang yang melakukan pencurian terhadap
barang milik orang atau tindakan yang melanggar hukum lainnya. Oleh sebab
itu, tindakannya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab,
seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu
datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu,
sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya tidak sekaligus. Oleh sebab
itu, para ulama ushul figh, membagi ahliyyah tersebut sesuai dengan tahapan

perkembangan jasmani dan akalnya.
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Para ulama ushui figh membagi ahliyyah kepada dua bentuk, yaitu

ahliyyah al-wujub dan ahliyyah al- ‘ad? .

a. Abhliyyah al-‘ada’ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang
telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh
perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia
mengerjakan perbuatan yang dituntut syara’, maka ia dianggap telah
memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala, apabila ia melanggar
tuntutan syara’, maka ia berdosa karena itu, ia telah cakap untuk
menerima hak-hak dan kewajiban.!

Para ulama ushul figh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran
dalam menentukan sesorang telah memiliki ahliyyah ‘ada’ adalah ‘aqil,
balig dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa
ayat 6.

152530 VUB5 4 Azl B ZEOT 1,40 1) 75 LTl

k-4 |’, £, 5’
45! g
Artinya: Dan vjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah

kepada mereka harta-hartanya...
Menurut ulama figh, Ibn Amir al-Haj yang dikutip oleh Nasrun
Haroen berpendapat bahwa kalimat “cukup umur” dalam ayat ini

meénunjilkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk

pria dan haid unutk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap

! Nasrun Haroen, Usu! Figh Jilid I, (Jakarta: PT Logos Wacana 1lmy, 2001), him. 308-309
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untuk melakukan tindakan hukum, sehingga seluruh perintah dan larangan
syara’ dapat ia pikirkan dengan scbaik-baiknya dan dapat ia laksanakan
secara benar. Apabila perintah itu tidak ja laksanakan dan larangan tetap ia
langgar, maka ia bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Ahliyyah al-wujib adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-
hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluryh
kewajiban dari segi penerimaan hak seperti anak yang belum dewasa, anak

tersebut berhak menerima warisan dari orang tuanya, misalnya, apabila

al-wujub, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah
tersebut. Apabila harta bendanya dirusak orang lain, maka ia dianggap
cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian juga halnya dalam masalah
harta warisan, ia dianggap cakap untuk menerima harta waris dari
keluarganya yang meninggal dunia.

Para ulama ushul figh menyatakan bahwa ukuran yang digunakan
dalam menentukan zhliyyah al-wujub seseorang adalah sifat kemanusiaannya
yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak, dan cerdas atay tidak. Semenjak
seorang dilahirkan dan hidup di dunia ini sampai meninggal dunia ia telah
memiliki sifat itu. Sifat ini hanya akan hilang dari seseorang apabila
nyawanya sudah hilang. Berdasarkan ahliyyat al-wujib, seseoarang yang
baru lahir, apabila ada orang yang berwasiat kepadanya, maka wasiat ity

berhak ia terima. Demikian juga Seseorang yang masih bayi, lalu ayahnya

wafat, maka ia berhak atas pembagian warisan darj ayahnya. Akan tetapi,
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seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang pada taraf ahliyyah al-wujnb
tidak boleh ia kelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh walj atau washi (orang
yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena mereka belum dianggap
cakap untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.
Para ulama ushul figh juga membagi abliyyah al-wujab kepada dua
bagian, yaitu:
a. Abliyyah al-wujub al-naqishah
Abliyyah al-wujub al-nagishah yaitu ketika seseorang masih dalam
kandungan ibunya (Janin). Janin dianggap memliki ahliyyah al-wujiub
yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus ia terima belum dapat
jadi miliknya, sebelum ia lahir ke duni; dengan selamat, walau hanya
sesaat. Apabila ia telah lahir, maka hak-hak yang ia terima menjadi
miliknya.?
Para ulama ushul figh menetapkan ada empat hak dari orang
seorang janin yang masih dalam kandungan ibunya, yaitu:

1) Hak keturunan dari ayahnya.

2) Hak keturunan dari ahli waris yang meningal dunja. Dalam hal ini
bagian harta yang harus ia terima diperkirakan dari jumlah terbesar
yang akan ia terima, karena jika ia seorang laki-laki, maka bagiannya
lebih besar dari seorang wanita, apabila ternyata janin itu wanita, maka
kelebihan warisan yang disisakan itu dikembalikan kepada ahli waris

lain.

2 Nasrun Haroen, Usul Figh..... him. 310
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3) Wasiat yang ditujukan kepadanya.
4) Harta wakaf yang ditujukan kepadanya

Para ulama figh menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan
transaksi sepihak yang berarti bahwa pihak yang menerima wasiat atau
wakaf tidak harus menyatakan persetuj uannya untuk sahnya akad tersebut.
Apabila seseorang memberi wasiat atau mewakafkan hartanya kepada

orang lain, maka penerima wasiat dan wakaf ini tidak perlu menyatakan
penerimaannya. Oleh sebab itu, wasiat atau wakaf yang diperuntukan
kepada janin, secara otomatis wasiat atau wakaf tersebut menjadi milik
janin.
b. Ahliyyah al-wujub al-kamilah

Aabliyyah al-wujub al-kamilah yaitw kecakapan menerima hak
bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balig
dan berakal,sekalipun akalnya masih kurang, seperti orang gila.’

Dalam setatus altliyyah al-wujub (sempurna atay tidak), seseorang
tidak dibebani tuntutan syara’, baik yang bersifat ibadah seperti shalat dan
puasa (yang bersifat ruhani), maupun tindakan-tindakan hukum duniawi
seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.

Para ulama figh juga membahas beberapa tindakan hukum orang yang
telah memiliki ehliyyah tersebut. Apabila tindakan hukum it bersifat
merugikan orang lain, maka baik orang yang telah berstatus ahliyyah al-‘ada’

maupun yang bersetatus  ahbliyyah  al-wujib al-kamilah,  wajib

3 Nasrun Haroen, Usul Figh ...... him. 309-311
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mempertanggung jawabkannya. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan
kerugian materi, maka orang tersebut memberikan ganti rugi dari hartanya
setdiri. Oleh sebab itu, pengadilan berhak untuk memerintahkan wali atau
washi anak kecil supaya mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain
yang dirusak dari harta itu sendiri.

Sedangkan apabila yang dirusak itu berkaitan dengan hal-hal yang
bersifat fisik dan rubani, seperti melukai seseorang, dan bahkan
membunuhnya, maka tindakan anak kecil yang memiliki ahliyyah al-wujub
al-kamtlah belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena ija
memang belum cakap untuk bertindak hukum. Oleh sebab itu, terhadap
tindakan melukai dan pembunuhan yang ia lakukan tidak bisa dilaksanakan
gisas, tetapi tindakannya ini dianggap sebagai melukai atan pembunuhan
semi sengaja, dan hukumannya dikenakan diya’

Para ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan cakap atau tidaknya
seseorang dalam bertindak hukum dilihat darj segi akalnya, Akan tetapi,
mereka juga sepakat, bahwa sesuai dengan hukum biologis, akal seseorang
dapat berubah, kurang bahkan hilang sama sekali, sehingga mengakibatkan
mereka dianggap tidak cakap lagi dalam bertindak hukum, yang berkaitan
dengan masalah tertentu maupun dalam bidang—bidang yang terbatas. Dalam
hubungan ini, bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah

disebabkan:

4 Nasrun Haroen, Usul Figh Jili 1, (Jakarta: PT Logos Wacana Itmu, 2001 ), him, 308-311
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a. ‘Awarid al-samawiyyah (%sed (ajgp¥), adalah halangan yang
datangnya dari Allah dan atau bawaan dari lahir dan bukan disebabkan
perbuatan manusia, seperti gila, dungw/idiot, mard maut (sakit yang
berlanjut dengan kematian), lupa, ketiduran dan pingsan.®
‘ Awarid samawiyah berlaku padanya berbeda menurut bentuknya:

1) Gila (junun)

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi
ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Apabila
pada orang yang sehat (waras) ucapan dan perbuatannya adalah atas
kehendak akal, sedangkan orang gila ucapan atau perbuatannya tidak
menurut kehendak akal.

Keadaan gila sescorang dapat dipisahkan pada dua hal, yaitu
gila yang lama dan berketerusan (muabad) dan gila sementara (ghair
muabad) yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerugan
karena hukum yang berlaku pada keduanya berbeda.

Gila yang berketerusan menggugurkan seseorang dari beban
hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shatat, puasa,
kafarah dan lainnya, karena pelaksanaan dari kewajiban ini
memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Hal
yang menyangkut sanksi hukum atas kejahatan yang dilakukan orang
gila, sejauh sanksi mengenai fisik seperti gisas, potong tangan dan had

zina, orang gila bebas dari hukuman, tetapi sejauh yang menyangkut

SNasrun Haroen, Usul Figh Jili I....hlm. 312
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dengan harta benda atau kewajiban materi, ia tetap dikenai hukem,
yang dibebankan kepada hartanya seperti kewajiban membayar diyyat
dalam pembunuhan yang tidak disenagaja.’

2) Dungw/idiot

Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang
menghalangi sesorang berfikir secara baik, sehingga ucapannya tidak
menentu. Sewaktu-waktu orang tersebut berbicara seperti orang gila
dan diwaktu lainnya seperti orang wares, demikian pula dalam
tindakannya.

Perbedaan antara gila dengan idiot, jika gila merupakan suatu
penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan
daya pikir yang disertai gejolak dan goncangan, sedangkan idiot pun
merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang
menggunakan daya pikimya yang disertai sifat dungu. Terkadang ia
mempunyai daya tamyiz (kemampuan membedakan antara yang baik
dan tidak baik) tetapi terkadang tidak mempunyai daya tamyiz sama
sekali.

Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai gila dan idiot
namun semua ulama sependapat bahwa tindakan hukum orang idiot
tidak sama dengan tindakan hukum orang waras. Orang idiot yang

tidak mempunyai daya tamyiz sama keadaanya dengan gila.

& Amir Syarifudin, Usul Figh Jili I (Jakarta: Logos Wacana IImw,2005), hlm. 400-401
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Kebanyakan uiama berpendapat bahwa idiot yang mempunyai
tamyiz bebas dari segala beban hukum yang bersifat badaniah karena
idiot itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila,
bahkan ia merupakan satu bentuk dari gila. Karena itu ia terhalang
untuk melaksanakan beban hukum. Sah-nya beban hukum didasarkan
kepada kemampuan memahami hukum. Pemahaman ini didasarkan
pada adanya akal, sedangkan pada diri orang idiot itu akalnya tidak
berfungsi sebagaimana mestinya.

Lupa

Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan
pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat
akan beban hukum yang dipikulkan kepadanya,

Dalam hukum Islam, “lupa“ ini tidak meniadakan kecakapan
untuk berbuat hukum, karena akal yang menyebabkan adanya
kecakapan itu tetap dalam keadaan baik dan utuh. Hak-hak yang
menyangkut lupa ini terbagi kepada dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-
hak manusia. Hukum lupa berkaitan dengan kedua hak itu tidaklah
sama.

Adapun yang bersangkutan dengan hak-hak Allah dalam
keadaan lupa dapat dipandang dari dua sisj yaitu:

a) Tidak berhaknya orang lupa atas dosa dan tuntutan Allah yang

didasarkan kepada sabda Nabi yang berbunyi:

“ e 6*e . ..,
lejw\‘ﬁt&&’
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Artinya: diangkatkan dari umatiy dosq atas perbuatan yang
dilakukan atas dasar kesalahan dan kelupaan.

b) Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan lupa itu membawa akibat
hukum bila disitu terdapat hal-hal yang meringankannya untuk tidak
lupa dan tidak ada hal-hal yang mendorongnya untuk berbuar”

4) Ketiduran

Keadaan tertidur merupakan halangan taklif bersifat temporer
yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan
hukum. Keadaan orang tidur sama dengan orang jahil yang tidak
punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Oleh karena itu tidur
termasuk salah satu sebab di antara sebab-sebab gugumya tuntutan
hukum sejauh yang menyangkut hak Allah. Tuntutan ity kembeali lagi
seketika setelah halangan itu hilang, dalam arti sesudah terbangun.
Dalam hal ini yang berlaku sebenamya adalah penangguhan
pelaksanaan tuntutan dalam waktu tertentu, kepada waktu lain, baik
masih dalam waktu yang ditentukan maupun waktu yang ditentukan
sudah lewat.

Adapun yang berhubungan dengan hak sesama manusia, bagi
orang tertidur itu tidak menggugurkan tuntutan hukum. Apabila dalam
tidurnya sescorang berbuat kejahatan atas orang lain seperti jatuh
dalam tidurnya dan menimpa seseorang hingga mati, maka ia dituntut
sebagai pelaku kejahatan secara tersalah, maka wajib membayar diyat,

tetapi tidak wajib hukum gisas

" Amir Syarifudin, Usu! Figh Jilid I...., hlm. 404
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5) Pingsan
Pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan
seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankannya
melebihi halangan taklif yang berlaku atas orang tidur, Karena itu
segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur sebagaimana
disebutkan di atas, berlaku juga terhadap orang pingsan. Karena
keadaan pingsan melebihi keadaan orang tidur, maka tambahan hukum
terhadap orang pingsan yang tidak berlaku pada orang tidur adalah
batalnya wudu orang pingsan.®
b, ‘Awarig al-muktasabal (&l (yajs=), adalah halangan yang
discbabkan perbuatan manusia atau sifatnya dapat diusahakan, seperti
mabuk, terpaksa, salah, di bawah pengampuan dan bodoh.’
a) Mabuk
Mabuk ialah tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau
memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk
cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menenty
seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia schat,
Mabuk dari segi cara-cara penyebabnya terbagi menjadi dua:
a) Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan
tidak berdosa, seperti mabuk disebabkan minum khamar dalam

keadaan terpaksa.

8 Amir Syarifudin, Usul Figh Jilid I...., him. 406
% Nasrun Haroen, Usu! Figh Jitid I....him. 312
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b) Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja
meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukan
dan tahu pula bahwa perbuatan itu terlarang,'®

Mabuk dalam bentuk pertama, tidak dituntut apabila ia
melakukan pelanggaran sejauh yang menyangkut hak Allah karena ia
diberi ‘uzir atas mabukunya itu, baik dalam bentuk tindakannya
maupun dalam bentuk ucapannya. Jadi kejahatan yang dilakukannya
sejauh yang harus dipertanggungjawabkan secara fisik, dimaafkan dan
tidak dituntut. Karena itun ia bebas dari had-had atau hukuman
badaniah seperti zind, menuduh berzina, dan mencuri. Adapun yang
menyangkut ganti harta, ia tidak bebas dan harus dikelvarkan dari
hartanya. Keadaan orang mabuk dalam bentuk pertama ini sama
dengan keadaan orang tidur atau pingsan.

b) Di bawah pengampuan (safih)

Safih ialah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang
menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang
dikehendaki oleh akal yang sehat. Safih tidak meniadakan sesuatu pun
dari hukum syara’. Terhadapnya berlaku tuntutan syara’, baik yang
berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan
hak-hak hamba karena ia mukallaf secara penuh. Apabila ia

mengerjakan suatn kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum

10 A mir Syarifudin, Usul Figh Jilid I...., him. 407
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sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak safir dengan

tidak kurang sedikit pun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh
safih yang tidak berhubungan dengan kebendaan, terlaksana secara
sempurna. Hanya karena kelemahan pada dirinya, menyebabkan ia
berada dalam pengampuan untuk menjaga hartanya dari kerusakan.
Untuk itu hukum membatasi kemerdekaannya untuk bertindak atas
hartanya demi menjaga hartanya itu. !

Jahil (bodoh)

Hukum Isalm telah dijelaskan dalam sumber-sumbernya, baik
dalam al-Qur’an, Hadis, mapun ijma ulama, sehingga tidak ada alasan
bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan tidak tahu,
Tidak tahu sperti ini tidak dapat ditempatkan sebagai uziir selama ja
masih berada dalam lingkungan wilayah Islam.

Jumhur ulama memisahkan ketidaktahuan tentang hukum
kepada 4 macam:

a) Ketidaktahuan tentang hukum yang pelakunya tidak diberi uzir
dan keadaannya itu tidak termasuk syubhat yang dapat
menggugurkan sanksi hukum.,

b) Ketidaktahuan yang pelakunya dikenai sifat wzir, karena
ketidaktahuan itu berada dalam hal-hal yang meragukan dari segi

dalil hukumnya.

1 A mir Syarifudin, Us«! Figh Jilid i...., him. 409
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c) Ketidaktahuan dalam lapangan ijtihad dan ketidaktahian karena
tidak cukup pada dirinya sebab-sebab yang memungkinkannya
untuk tahu.

d) Ketidaktahuan tentang hukum Islam karena keberadaannya dilvar
lingkungan Istam.'?

d) Tersalah

Tersalah adalah menyengaja melakukan suaty perbuatan pada
tempat yang dituju oleh svatu kejahatan. Dan perbuatanya itu
menyebabkan suatu kejahatan, seperti seorang pembura menembak
burung, tetapi mengenai orang hingga mati. Letak dari kejahatannya
itu adalah ketidakhati-hatinya dalam berbuat. Karena itu sanksi atas
kejahatan yang dilakukannya secara tersalah itu tidak seberat sanksi
yang diperlakukan terhadap kejahatan yang dilakukan secara murni

sengaja. Kesalahan dalam berbuat seperti memukul dengan lidi

biasanya tidak merusak, tetapi akibat perbuatan itu orang yang dipukul

mati. Kesalahan dalam dua bentuk di atas menggugurkan seseorang
dari sanksi badani, tetapi tetap dikenai sanksi materi seperti, seorang
dokter mendiagnosa suatu penyakit, kemudian menetapkan obat untuk
penyakit itu, ternyata bahwa obat yang sebenarnya bukan seperti yang

ditetapkannya itu, hingga menimbulkan kematian pada pasien, >

12 A mir Syarifudin, Usu! Figh Jitid I...., hlm. 411-413
3 A mir Syarifudin, Usul Figh Jilid I...., him, 414-416
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e) Terpaksa

Terpaksa adalah seseorang yang menghendaki melaklukan
tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Apabila seseorang
melakukan sesuatu diluar keinginannya berarti ia tidak rela berbuat
demikian. Keadaan rela dan terpaksa itu merupakan dua hal yang
berlawanan.

Untuk sahnya sesuatu dapat disebut sebagai paksaan (terpaksa)
harus dipenuhi beberapa syarat:

a) Pemaksa sanggup melaksanakan apa yang diancamkan kepadanya
secara langsung atau melalui kekuatan oranglain.

b) Orang yang dipaksa merasa pada dirinya bahwa ancaman yang
diancamkan itu akan betul-betul dilaksanakan pemaksa, apabila ia
tidak memenuhinya dan ia tidak mempunyai kemampuan untuk
menghindarkannya dengan cara melawan atau melarikan dirj.

¢) Apa yang diancamkan itu merupakan sesuatu yang akan
menyakitkan bagi yang dipaksa.

d) Perbuatan yang dikehendaki pemaksa itu merupakan sesuatu yang

dilatang."*

2. Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam adalah

pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atan tidak adanya

18 A mir Syarifudin, Usul Figh Jilid I... ., hlm. 417
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perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang
tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu,'s

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada
orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika
seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum balig maka
hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak
membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atan
dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan
bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman khamar
atau minuman yang memabukkan lainnya.

Telah dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur
formil, materiil dan moril. Sebagaimana telah disebutkan bahwa unsur
moril adalah sebagai salah satu bagian dalam setiap terjadinya suatu
tindak pidana, oleh karena itu dalam syari'at Islam suatu
pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tiga hal yaitu:

a. Adanya perbuatan yang dilarang atau adanya perintah untuk
dikerjakan

b. Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak sendiri

c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya jtu.'s

Dari apa yang telah disebutkan di atas bahwa apabila terdapat tiga
hal, maka terdapat suatu pertanggungjawaban pidana dan apabila tidak

maka sebaliknya. Adanya pembebasan pertanggungjawaban pidana

—_— 15 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika

2004), him. 74 , - ; ;
16 p gakhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: teras 2009), him 89-9¢
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didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Qur’an, hal ini telah dijelaskan
dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud

sebagai berikut:

slaa e Aabis (p lea Wias G5l Gr a3 Was Aud o 0 Oldie Waa
Glmdi\‘d_,ulJLMd\ét&-ﬂ-&‘w_)w‘:-wq}uy‘wﬂb‘)ﬂlﬁ
in lisall (e g iy (Sa Ul Oe A e i) ad ) salig agde

2R S guall e g el

Artinya: "Dari Aispa RA. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW-
dihapuskan ketentuan dari tiga hal : dari orang tidur sampa-i
bangun, dari orang gila sampai sembuh dan dari anak kecil
sampai dewasa.

3. Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Positif

PR

Dipidananya sescorang tidaklah cukup apabila orang itu telah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat
melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik
dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut beluin
memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih
perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan ity mempunyai
kesalahan atau bersalah. Disini berlaku apa yang disebut “dsas Pidana
Tanpa Kesalahan” asas ini tidak tercantum dalam KUHP atau dalam
peraturan lain, dan berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan.'”

Pertanggunjgjawaban hukum dalam hukum positif ini didasarkan
pada kesalahan seseorang. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan

lebih dahulu pada si pembuat. Soal kesalahan ada hubungannya dengan

17 gudarto, Hukum Pidana I, ( Semarang: Yayasan Sudarto, Cet 11, 1990), hlm, 85
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kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan dengan tidak

adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat yaitu:

a. Kaum indeterminis (penganut indererminisme) yang pada dasarnya
berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini
merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tampa ada
kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak
kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak pemidanaan

b. Kaum determinis (penganut deferminisme) mengatakan, bahwa
manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak
ditentukan spenuhnya oleh watak. Justru karena tidak adanya
kebebasan itu maka ada pertanggungan-jawab dari seseorang atas
perbuatannya.

c. Golongan ketiga mengatakén: bahwa ada dan tidak adanya kebebasan
kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal. Kesalahan
seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak
bebas.

Kesalahan dalam arti yang luas-luasnya, yang dapat dinamakan
dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” di
dalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat (verwijtbaarheid)
atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah

melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela

atas perbuatannya. Sedang kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan

(culpa).
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Unsur-unsur dari kesalahan:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (keadaan jiwa si
pembuat harus normal).

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa
kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa).

c. Tidak adanya alas an yang menghapus kesalahan atau tidak ada alas an
pemaafan.

4. Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam dan Hulym
Positif
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sering disebut a/-
mas’uliyyah al-jind’iyyal yaitu seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan
atau (tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, serta
mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat perbuatan itu.'® Pertanggung
jawaban piadan ditegakan atas 3 (tiga) hal yaitu:
a. Melakukan perbuatan yang dilarang ( ‘:357-; ‘;};é :JL:?D
Melakukan perbuatan yang dimaksud adalah melakukan perbuatan
yang benar-benar dilarang nas, sebagaimana yang dijelaskan pada bab
kedua bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggung jawaban jika tidak ada

jarangan nas baik al Qur’an maupun Hadis. Sebagaimana kaidah fikh yang

berbunyi: ‘fﬂ‘ XY J—’ f-\j:iih J..QU PS:-U

b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri (1";83% (e GY &y f

18 A hmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke-1V (Yakarta: Bulan Bintang, 2005),
him 119 ,



Ll

40

Perbuatan itu benar-benar dilakukan atas kehendak sendiri bukan

suruhan atau terpaksa

c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan (IS s el 05 b‘)

Berdasarkan  ketentuan di  atas, yang dapat dikenakan
pertanggungjawaban dalam hukum Islam hanya mereka yang menerima raklif
atau pembebanan saja, mereka itulah yang disebut dalam sebagai mukalaf.
Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka terdapat pula
pcrtanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan
unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana datam hukum Islam. Jadi dapat
diketahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya
manusia, yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau salah
satu dari ketiga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka tidak
ada pertanggungjawaban pidana karena orang yang tidak berakal pikiran
bukanlah orang yang mempunyai pilihan.

Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa
disebut sebagai orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan untuk
melakukan suatu perbuatan hukum belum dianggap telah sempurna
sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban anak-anak,
orang gila, orang dungu, orang yang tidak berkehendak dan orang yang
dipaksa atau terpaksa.zo Pertanggung jawaban pidana ini tidak hanya bagi
orang, tetapi berlaku bagi badan hukum. Namun, karena badan hukum ini

tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya

19 Apd al-Qadir Audah, al-Tasyri al-Jina’f al Islami,..., him. 113,
20 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana....hlm. 119.




41

sehingga pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili
badan hukum tersebut.”’ Pada dasarnya pertanggungjawaban dalam hukum
Isiam hanya dikenakan perbuatan sengaja dan perbuatan yang diharamkan
oleh syara’ serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan,

Firman Allah Q.S al-Ahzab ayat 5:

G,,

B o g.m & v, :ia,_ . s A e e E
;&,ﬁwdxuo@,,_ﬂjﬁua}mé”cu?ébﬂj ,,,,,

Artinya:....Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (vang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

Apabila sesorang melakukan kejahatan dan memenuhi syarat untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara diberi hukuman,
Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan
Letentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggung jawab
pidana, dipikulkan pada pembuat jarimah untuk terciptanya tujuan tadi.

Firman Allah dalam surat al-Fatir ayat 18:

[ 3

U T A T N TE P A N AR < PR TRPTa
yjf&@MYL@J’!Mﬁ&#UA’ \5_)’"_)).?".),3'_’_5' 3

.4 . P

GBI OF

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil {orang
lain}) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan
untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya ity) kaum
kerabatnya.

LY

" 21 Rahmat al Hakim, Hukum Pidana Isiam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 175-176,
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Sedangkan dalam hukum pidana pepatah mengatakan: “tangan
menjinjing bahu memikul” artinya seseorang harus menanggung segala akibat
dan tindakan atau kelakuanya. Di dalam hukum pidana juga dilakukan hal
seperti itu, jika makna pepatah itu mengandung pengertian yang sangat luas
sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang,®?

Menurut Van Hamel sebagaiman yang dikutip oleh P.AF. Lamintang
pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang normal dan suatu
kedewasaan secara psikis membuat seseorang itu mempunyai tiga macam
kemarnpuan yakni, mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari
apa yang ia lakukan, mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat
atau tidak dibenarkan oleh masyarakat dan mampu untuk menentukan
kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.”

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang
yang “mampu bertanggungjawab” yang bisa dipertanggung jawabkan/
pidanakan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana:

a. KeadaanJiwanya
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara

(tempotair).
2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile) dan

sebagainya.

22 gR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, dan Penerapannya, (Jakarta
, : Sirotin

Grafika, 2002), him. 249 I
% p A F. Laminttang, Dasar-dasar wkum Pidana indonesia, (B

, (Bandung: Citra Aditya .

Bakti,

1996), him. 396-397.




24 gp Sianturi, A4S

2 Roeslan Saleh, Per.
iakarta: Aksara Baru, 1983), him. 79.

dalam Hukum Pidana, G
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3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap,
pengaruh bawah sadar / freflex beweging, melindur/siap wandel,
menggigau karena demam/koort, nyidam dan lain sebagainya. dalam
perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

. Kemampuan jiwanya yaitu:**

1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan
dilaksanakan atan tidak.

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh bahwa seorang untuk dapat dipidana
terdakwa haruslah mempunyai kereteria sebagai berikut:>
1) Melakukan perbuatan pidana.

7) Mampu bertanggungjawab.

3) Dengan kesengajaan atau kealpaan.

4) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas bahwa seorang dapat
pertanggungjawab apabila terdapat unsur-unsur adanya perbuatan yang
dilarang atau melakukan kesalahan baik disengaja maupun karena
kealpaan, dikerjakan dengan kemauan sendiri, mengetahui akibat dari
perbuatannya, mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaf.
jadi dalam hukum positif apabila seseorang melakukan tindakan pidana

dan mengetahui kreteria untuk betanggungjawab tersebut di atas, maka ia

-asas Hukum Pidana... ..., him. 249.
buatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian D.
asar
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akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang

dilakukan

5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum

Positif

a. Hapusnya Pertanggung] awaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-
sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana
maupun sebab-sebab pidana yang berkaitan dengan keadaan pembuat
delik. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang melawan hukum dapat
dikenakan hukuman.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ada
dua sebab yakni karena suatu sebab yang berhubungan dengan perbuatan
dengan sebab yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri,®® Hapusnya
pertanggungjawaban karena suatu sebab yang berhubungan dengan
perbuatannya yakni karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan
menurut syara’ walaupun perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang
atau perbuatan yang dilakukan itu termasuk kategori perbuatan mubah
atau tidak dilarang,”’ misalnya seseorang yang mabuk karena meminum
khamr, tetapi karena dilakukan terhadap seseorang dapat menyelamatkan
dirinya, sehingga dirinya dapat terhindar dari perbuatan dan ancaman

pemaksa. Perbuatan tersebut termasuk jarimah, tetapi karena di bawah

ancaman untuk meyelamatkan nyawanya jadi perbuatan tersebut

% Abd al-Qadit Audah, al-Tasyri” al Jina'i al Islami.. him. 467,
27 rhid, him 471
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diperbolehkan. Hapusnya pertanggungjawaban yang berhubungan dengan
pelekunya yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan
perbuatan yang dilarang/haram. Namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman
karena keadaan yang ada dalam dirinya. contoh: gila, dipaksa,

Mengenai jenis yang pertama, yakni terhapusnya hukuman karena
perbuatan itu sendiri ada dua macam yakni, penggunaan hak dan

melakukan kewajiban atau dalam hukum Islam disebut;
Sl 15Ty 5 Gy
Pada hakikatnya orang yang mempunyai hak baginya bolch
menggunakan atau tidak mengguinakannya, dan apabila ia menggunakan
haknya, maka tidak ada larangan baginya. Sedangkan kewajiban yaitu,
sesuatu yang harus dilakukan dan apabila sesorang mukhalaf
meninggalkan maka baginya adalah dosa dan akan mendapatkan
hukuman. Adapun hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan
karena penggunaan hak dan kewajiban antara lain:
1) Pencegahan menurut syara’ (=% ) yang terbagi menjadi dua
kategori yaitu:
a) Pencegahan khusus (ualad e (o, pUdl) atau yang disebut
dengan istilah (JLadl a5) yang juga dapat diartikan sebagai

pembelaan.

Pencegahan Kkhusus adalah kewajiban sesorang untuk

mempertahankan atau menjaga nyawa, harta miliknya, milik orang

lain dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang




46

datang,?® contohnya adalah seseorang berhak dan wajib melawan
jika ada perampok/pencuri yang ingin mengambil atau mau
membunuhnya.

Dasar dari pembelaan khusus adalah firman Allah dalam

surat al-Baqgarah ayat 194 sebagai berikut:

Py -7 E‘” - o 2 ,;}’d" ,”J ¢ - A T pd‘ -
(gazel e Selad e iy L173 J;.E;JL, el padl
fUT i_,.ﬁ..ib ".&J& u;«.L-G‘ G ‘J....u d..LG i_,-i:.sb rf_lp

A » . .-ﬁ “ -t
® ot 0 87 5 15225

Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram, dar pada sesuatu
yang patut dihormati, berlaku hukum gisas. oleh sebab
itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka
seranglah ia, seimbang dengan serangannya
terhadapmu.  bertakwalah  kepada Allah  dan
ketahuilah, bahwa Allah beserfa orang—orang yang
bertakwa.

b) Pencegahan menurut syara’ secara umum (‘.\,._n Se e sl t‘i-ﬁl)
Selain keterangan ayat di atas juga masih banyak ayat-ayat lain
terdapat dalam al-Qur’an yang menyuruhkan amar ma’aruf nahi
munkar,” dan Hadis Nabi yang berbunyi:

:}; u:@-"’dwuﬁc!}h-b-}wd1u:ﬁy|b
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28 fpid, bim 472
2 rpid, him 472
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k)

(Beirut: dar al-fikr,

Cael £l G el 1B LR Gl Lal J@ Gl G 85 U

s a0 2.0 wres o bee oL AL ot A Y.y fiaa
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Abu Bakar bin Abi Syu’bal telah bercerita kepadaku dan telah
bercerita kepadaku Wagi® dari Sufyan dan Mubammad al Matni telah
bercerita kepadaku Muhammad bin Ja far telah bercerita kepadaku: dan
Syu'bah telah bercerita kepadaku: keduanya adalah Qais bin Mouslim
melalui jalan Ibnu Sihab dan ini adalah hadis Abu Bakar , lalu brkata:
pertama kali seseorang yang berkhutbah di hari raya sebelum shalat itu
Marwan, kemudian ada seseorang yang menghadap ke Marwan dan
berkata: shalat itu dilakukan sebelum khutbah, dan berkata: sungguh
singgalkaniah hal ini. Kemudian Abu Sa’id berkata: adapun hal ini
sungguh telah terjadi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang
siapa diantar kamu yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan

tanganmu, jika tidak mampu, maka dengan lisanmu, jika tidak mampu
maka dengan hatimu dan hal ini merupakan paling lemahnya iman.

Permainan pacuan kuda (il < LY (3)

Salah satu hapusnya pertanggungjawaban dalam hukum Islam
adalah permainan pacuan kuda y;ng kemudian diperluas menjadi
pertandingan, antara lain permainan pacuan kuda, perahu dan
pertandingan memanah.

Di samping itu Nabi menganjurkan pertandingan kuda, unta dan
memanah. Nabi juga bersabda:

s LI R

iy OB 6 Bk o o g0 1 8 o L G5 [0 3 e i
. e ” - .a".’. ‘pea’:’;a o"t . b
(J,Aj_,igéb-‘.é;it.nr‘_élll‘_;,...lj)vl.ug.,lsw'g\.a&i

Pada pertandingan kemungkinan terjadi kecelakaan sangat besa;:,

terutama pada cabang olah raga yang memerlukan setamina besar, serta

memeriukan kekuatan fisik, dan adu kekuatan. Kecelakaan tersebut

am Abi Zakaria Yahya Bin Syarif Nabawi ad-Dimasqi ol-Mutawafi, Sahifi Musfim,
t1) him 19-22.
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semuanya dapat dihindari oleh pemain, kalau mereka mengikuti aturan
main yang telah disepakati. Kecelakaan yang timbul olah raga yang keras
dan diakibatkan suatu kewajaran sebagai konsekuensi dari pemain itu
sendiri, tidak dikenai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Akan
tetapi apabila kecelakaan itu itu diakibatkan oleh lawan yang di sengaja
maka harus mempertanggungjawabkannya.
3) Menjalankan kewajiban seorang hakim (a3 Lat gy pSal 3 4a 3

Perintah jabatan adalah perbuatan yang dilakukan merupakan
bagian dari kewgjiban dalam pekerjaannya atau merupakan

3l
wewenangarn,

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 59

. " ’B.‘ » rd .E,' ¥ - * ‘,fﬁ"" ‘- - e -
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikaniah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pendapat antara Imam mengenai kewajiban seorang hakim
mempunyai perbedaan. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad,
apabila scorang hakim menjatuhkan hukuman sampai melebihi batas yang

ditentukan. misalnya, seorang hakim menta’zir kemudian sampai mati,

3 Apd al-Qadir Audah, a/-Tasyri * al Jina'i af Islamyi . hlm, 557.
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maka tidak wajib menanggungnya. Menurut imam Syafi’i apabila
sescorang melakukan demikian, maka hakim wajib menanggungnya
dengan membayar diyyat.

Adapun mengenai terhapusnya pertanggungjawaban pidana atau
terhapusnya hukuman karena berkaitan dengan kondisi pelaku atay
berkaitan dengan keadaan pelaku terdapat empat keadaan yaitu: karena
paksaan, mabuk, gila dan karena belum dewasa 32

Diantara keadaan-keadaan (sebab-sebab) itu adalah sebagai
berikut:

1) Paksaan
Khudari bek seperti yang dikutip oleh Rahmat al-Hakim,

memberikan definisi paksaan sebagai perbuatan yang menyuruh orang
lain berbuat sesuatu yang tidak disenanginya, baik berupa perbuatan
atau perkataan yang seandainya dibiarkan tidak akan dilakukannya,
Sayid Sabiq mendefinisikan paksaan sebagai memaksa seseorang atas
sesuatu dengan disertai ancaman akan membunubh, memukul,
memenjarakan, melenyapkan harta, kesaksian yang keras atay
kepedihan yang kuat. Sementara Abd al-Qadir Audah memberikan

definisi paksaan sebagai berikut:

j.-éiﬁu L:.,-1..L.w}‘ 01-#) JJJ-é ‘Ja"-‘ ‘-’u"J""J‘“‘“ i5 i

a_ty

‘J,..a]l‘_‘lilz}-‘”‘#ﬁﬁtf”’#“c“d“l‘gséu:‘:’“‘ﬂ‘wby

32 Apd al-Qadir Audah, a!—TaSﬁ’ﬂffiaafaHsfm. hlm. 559-560
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Artinya: Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang karena orang lain, dan oleh karena ity hilanglah
kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya, Atau paksaan

adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang
memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa

suatu keadaan yangn mendorong dirinya untuk mengerjakan
perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan

adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan

sesuatu yangn tidak disenangi untuk mengerjakan sesuaty
sehingga karenanya hilang kerelaannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa paksaan adalah svaty upaya yang
dilakukan oleh sescorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia
melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan
menggunakan ancaman tersebut pihak yang dipaksa tidak mempunyai
pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang
memaksa.

Macam-macam paksaan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu
paksaan yang dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa. Paksaan
ini disebut paksaan absolut.

b) Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai
merusak pilihan, yaitu menurt kebiasaan tidak dikhawatirkan akan

mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti dipenjarakan atay diika

3 A pmad wardi muslich...118
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untuk waktu yang tidak lama atan pukulan ringan. Paksaan ini
disebut paksaan relatif.**

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlakukan beberapa
syarat, perfama, ancaman yang menyertai paksaan adalah berat
sehingga dapat menghapuskan kerelaan seperti membunuh, pukulan
berat dan sebagainya. Kedua, apa yang diancamkan adalah seketika
yang mesti terjadi jika orang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si
pemaksa. Kalau tidak seketika maka tidak ada paksaan karena orang
yang dipaksa mempunyai kesempatan untuk melindungi dirinya dan
tidak ada dorongan kuat untuk segera berbuat. Kefiga, orang yang
dipaksa mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya,
meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang
menjadi kesanggupan adalah kesanggupan sebenamya. Keempat, ada
dugaan yang kuat pada diri orang yang dipaksa, bahwa apabila tidak
memenuhi tuntutannya apa yang diancamkan itz benar-benar akan
terjadi jika ia tidak memenuhi tuntuannya.*’

Tentang hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut
perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini perbuatan tersebut dapat
dikelompokan menjadi tiga seperti:

a) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi paksaan sama sekali,

Attinya perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai jarimah seperti

pembunuhﬂﬂ atau penganiayaan yang dilakukan terhadap sesorang

Hulkum Pidan Islam ( Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 354

3 A Hanafl, Asas-Asas
35 spid.... him. 356-357
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dapat menyelamatkan dirinya, schingga dirinya dapat terhindar
dari perbuatan dan ancaman pemaksa.

b) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan.
Artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah seperti
perbuatan yang berhubungan dengan masalah makanan dan
minuman yang diharamkan.

c¢) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian. Artinya
perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah, tetapi pelakunya tidak
dikenakan hukuman.*®

2) Mabuk

Syari’at Islam melarang minuman keras baik sampai
mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok tindak pidana
atau jarimah bahwa minuman keras atau Syirb al khamr termasuk
tindak pidana atau jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan
puluh kali cambukan.®’

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan
olch orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari
kalangan empat mazhab figh adalah bahwa orang yang mabuk tidak
dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia
dipaksa minum atau meminumnya atas kehendak sendiri tetapi ia tidak
mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya atau ia

minum-minuman keras untuk berobat tapi kemudian memabukannya,

Asas-Asas Hukum Pidan Islam... him. 358

36 A Hanafi,
37 :hmad Wardi Muslich....him. 129
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sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya
sedang hilang akal fikirannya dan dengan demikian maka hukumnya
sama dengan orang gila atau tidur.

Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan
sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang
sebenarnya tidak diperlukan kemudian ja mabuk, maka ia
bertanggungjawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama ia
mabuk, sebagai tindakan pengajaran baik disengaja atau tidak
disengaja, karena ia telah mneghilangkan akalnya oleh dirinya

sendiri.*®
Gila

Orang gila tidak bisa kenai sanksi atau hukuman pidana apabila
melakukan kejahatan, karena ia tidak menyadari perbuatannya. Dalam
bahasa arab hilangnya kekuatan berfikir disebut junun dalam arti yang
juas, yakni mencakup keadaan yang lain yang dipersamakan dengan
gila, seperti dungu dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya
menghilangkan kemampuan berfikir.”

Jenis-jenis penyakit gila dan keadaan-keadaan lain yang
sejenis, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun
sebagiannya maka dapat dibagi menjadi empat yaitu:

a) Gila terus meperus, yaitu suatu keadaan dimana sesorang tidak

dapat berfikir sama sckali, baik hal it diderita sejak lahir maupun

_,.,——””rqu;m Pidan Islam... him. 353
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yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha gila semacam ini

disebut a/junun al-mutabag/mutiaq.
b) Gila berselang, orang yang terkena penyakit gila berselang tidak
dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut
menimpa seseorang, maka ia kehilangan pikirannya sama sekali
dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat
berfikir. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana pada gila
terus menerus hilang. Sedangkan pada gila berselang ia tetap diberi
pertanggungjawaban ketika ia dalam keadaan sehat.
Gila sebagian, dalam gila sebagian menyebabkan seseorang tidak
dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedang dalam
perkara-perkara lain ia masih tetap dapat berfikir sehingga ia tetap
dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat
berfikir ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.
d) Dungu, yaitu orang yang sedikit pemahamannya, bercampur baur
pembicaraanya dan tidak beres tindakannya, baik sejak lahir
maupun sesudahnya karena suatu penyakit

pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak
sama, hal ini tergantuog kepada perbuatan apakah gila tersebut
menyertai jarimah aau datang sesudahnya, make:
2 H ukum gila yang menyertai jarimah (yakni ketika berbuat jarimah

pcrbuatalmya SeSUdah glla), maka perbuatannya dlbebaskan dari

idan Islam... him. 374-375
Asas Hukum Pidan
® A Hanafi, AS3S
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hukum karena ia tidak mempunyai kekuvatan berfikir, keadaan gila
ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya
menghapuskan hukuman dari pembuatnya.

b) Hukum gila yang datang sesudah dilakukannya jarimah, apabila
belum ada keputusan hakim dan sesudah adanya keputusan hakim,
naka:

(1) Gila sebelum ada keputusan hakim
Menurut ulama syafi’iyah dan hanbilah, gila yang

timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalang; )

dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan.
Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) !
hanya di syaratkan pada waktu melakukan jarimah. |
(2) Gila sesudah adanya keputusan hakim
Apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang
terhukum menjadi gila, maka menurut imam syafi’I dan imam
ahmad pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecualj

apabila jarimah hudud sedang pembuktiannya hanya dengan

pengakuan terhukum semata.*!
4) Belum deWasa/dibawah umur
Dalam syari’at fslam, pertanggungjawaban tindak pidana

gidasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan

——/”/A:,;;f;‘*“”’ Pidan Islam... him. 384-386
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(ikhtiar).* Sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka
kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan
perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya semenjak ia
dilahirkan sampai memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap

orang sejak dilahirkan sampai ia dewasa, diantarnya yaitu:
a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir penuh (idrak).

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampei pada usia tujuh
tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai
kemampuan berfikir, menurut kesepakatan para ulama bahwa
perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh
tahun tidak dijatuhi hukuman pidana atau sebagi pengajaran.

b) Masa kemampuan berfikir yang lemah.

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai
xedewasaan (balig) dan kebanyakan ulam membatasinya dengan
usia lima belas tahun. Imam abu hanifah membatasi kedewasaan
kepada usia delapan belas tahun, sehingga menurutnya bahwa
seorang anak tidak dikenakan hukuman atas jarimah-jarimah yang
diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

¢) Masa kemampuan berfikir penuh.
Masa ini dimulai sejak sescorang anak mencapai usia

Kecerdikan atau dengan perkataan lain setelah mencapai usia lima

d Wardi Muslich...him. 126
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belas tahun, pada masa ini seseorang dikenakan hukuman at
jarimah-jarimah yang diperbuatnya.*? i
b. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif
Dalam KUHPidana tidak disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf dan

pembenar. Tetel ke-3 dari buku pertama KUHPidana hanya menyebutk
utkan

alasan-alasan yang menghapus pidana.

Alasan-alasan yang menghapuskan tindak pidana ini dibedakan

menjadi:
1) Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya,

perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi
perbuatan yang patut dan benar. Meskipun perbuatan ini telah memenuhj

+umusan delik dalam undang-undang kalau perbuatannya tidak melawan

hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang

terdapat dalam KUHP pasal 49 ayat 1(pembelaan terpaksa) pasal 50

(peraturan undang-undangan) dan pasal 51 ayat 1 (perintah jabatan)

Misalnya ada seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain
pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudjan

atau
menyerang pemilik pemilik barang itu dengan senjata tajam, maka dalam

- ini boleh melawan untuk mempertahankan diri dari orang yang

akan mencuri.
of jtu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Bahwa

7) Alasan pema
. tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ja

orang in

wardi Muslich...hhrl. 133-134

43 Amad
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tidek bersalah ataw tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun
perbuatannya bersifat melawan hukum. jadi ada alasan yang
menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada
pemidanaan. Alasan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasa

44(tidak mampu bertanggung jawab), pasal 49 ayat 2(noodweer exces),
pasal 51 ayat 2(dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang
tidak sah).* Misalnya scorang polisi yang melihat istrinya melakukan zina
dengan laki-laki lain, kemudian mencabut pistol yang dibawanya laiy
menembak laki-laki itu hingga ia meninggal, maka polisi itu tidak dapat
erbuatan tersebut.

dihukum karena p

3) Alasan penghapus penuntutan yaitu pemerintah yang menganggap bahwa
atas dasar utelitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya

tidak diadakan penuntuta.
an suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk

Seperti dalam Pasal 53 KUHP. Kalau terdakwa

dengan deng

melakukan sesuatu kej
peroperasi kemudian oleh komandannya diperintah untuk

45 :
ahatan.” Misalnya seorang anggota Brimob yang

sedang

menembak 0rang
karena dalam hal ini ia menjalankan tugasnya sebagai orang

sampai mati, maka orang yang menembak tidak dapat
|

dihukum
\ awahan, ketentuan i JUE? berlaku bagi scorang anak kecil yang

melakukan tindak
4k dapat dipertanggungjawabkan, }

pidana tidak dapat dijatuhi hukuman karena

perbuatanny? tid

/”m , (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), bim. 139
Hukum Pidana cet VI, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), ] |
> ulm. :

a4 Hu
Sudart, Moeljatno Asas-as®s

137-133
)

1
f
1 |
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Dilihat dari sumbernya, mengenai dasar-dasar meniadakan
pidana/alasan pengahpus pertanggungjawaban pidana yakni: berdasarkan
Utidang-undang dan diluar Undang-undang.

Undang-undang Bab II KUHPidana menentukan ada tujuh dasar

yang tidak dapat dipidana.
a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab
Dalam pasal 44 ayat 1 KUHPidana dijelaskan

Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak dapat
dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya
cacat dalam tubuhnya (gefrekige onwikeling), tidak dipidana,

b) Adanyadaya paksa (overmacht pasal 48 KUHPidana)

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,
tidk dipidana.

¢) P embelaan terpaksa (noodweer, Pasal 49 KUHPidana ayat 1)
Barang siapa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena,
adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang mefawan

hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan
Kesusilaan (eebaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang

lain, tidak dipidana.
d) Adany2 pembelaan terpaksa melampaui batas (noodwer exces)
Dalam pasal 49 ayat 2 KUHPidana dijelaskan yaitu:

belaan terpaksa yang melampaui  batasyang fans
iiacbablan olch keguncangan jiwa yang hebat karena serangan
atau ancaman serangan itu, tidak dipidana,

o) K perintah menjalankan UUD pasal 50 KUHPidana yaity:
Barang Siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan U

maka tidak dipidan2
perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat | yaitu:

f) Karend melaksanakan




Barang siapa melakukan perbuatan untuk
} Sia melaksanakan j
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidaﬁ]: patan

g) Karena melaksanakan perintzh jabatan yang tidak sah dengan i’tikad
baik.
Dijelaskan dalam pasal 51 ayat 2 KUHPidana yaitu:

Perintah jabatan, tanpa wewenang tidak menyebab

pidan;h k;;;l;;eal_i k);?lng diperintah dengan i’tikad lfaik mm%ﬁ\i:
perin i engan wewenang dan pelaksanan

Felam pekerjaannya. pe ya termasuk

Sedangkan alasan penghapus pidana diluar UUD antar lain, didasarkan
pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen traaf zonder shuld), jika
kesalahan itu ada pada pembuat. Dalam suatu perbuatan tertentu, maka

berdasarkan asas itu maka pembuatnya tidak boleh dipidana.

6. Ketidakmampuan bertanggungjawab
Dalam literatur hukum, definisi ketidakmampuan bertanggung jawab,

adalah ”Suatu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang
baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (merupakan

faktor akal = intelekwal faktor) yaitu dapat membeda-bedakan antara
satan yang dipesbolehkon dan yang ek

perb
g telah disebutkan dalam Bab I bahwa pertanggungjawaban

Seperti yan
pidana dalam Islam (syariat) adalah pembebanan sescorang dengan akibat
tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan

perbuatan atat
tersebut mengetahui maksud dan akibat darj

sendiri, dimana orang

c|,,su]ta.‘;i_hukumfpic.iana!tidak_marnpu.htm, di akses tg] 14

%6 htm:f!www.aSiamaya‘wm
April 2012




{ R Y AR
A tiop e

e R g

PR

61

didasarkan pada tiga hal :
a. Adanya perbuatan yang dilarang.
b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.*’
Adanya pembebasan pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada H
adis

Nabi dan Al-Qur’an, hal ini telah dijelaskan dalam Hadis Nabi
yang diriwayatkan

oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut:

wai ) F sG> f iado 4s s6s B 03 or Wi o s

,.a ! Frma, ,U”u"f"*:wf’”*-"‘@‘boaéééi;

AT AT g g dn Jyy I L0 G o) e 5 5

.~ f’ ¢ £ .”,fﬂf F-3 L L - . :‘,-‘ “:;G

%5 e ah B # S SR P B B i 25

RA. Ia berkata: telah bersabda R T

] _ asulullah - di

al : dari orang tidur sampai bangu,fA d?z’.r dihapuskan

kecil sampai dewasa.*® ¢ orang gila
|
|

Artinya:”Dari Aisya
ketentuan dari 1@ h
sampai sembuh dan dari anak

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pe )
rtanggungjawaban itu
g melakukan perbuatan pidana (kej l
jahatan), maksu
’ dn;
ya |

ada pada seseorang yan

seseorar melakukﬂn perbuatan yang m it
g g memenuhi tiga hal yaitu adanya
perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

rbuatan itu, maka pertan :
ggungjawaban ada
pada

perbuatan tersebut. namun ila ti
apabila tidak ada tiga hal

ptakan peﬁanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak '
|

tidak dapat dimi

akim, Huk#™ pidana Istam, (Bf:ndm1g; Pustaka Setia, 2000
dJuz I, (Beirut: Dar al-fikr, ), him, 345)! hlm. 175

47 pahmad H
d, Musnod Abu Dau
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yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan
perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya e
Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan
bukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Is] .
mengampurti anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan ba:-n a
orang

dewasa kecuali jika ia telah balig . Hal ini didasarkan pada dalil
al-Qur’an
an-Nur, ayat 59, yaitu; o

£ v
> b Al

e - - - -
\Q-rd‘ b&-’-’-;-:‘I L:..é-: i-,s.'l::, ',’]7’ ’]: ’ s 2, -
P S s SN

- e -
B . g 1~ 24T, 4 _
)-_-,%-‘v'- 2 ‘u;b a2 , ,:&T sues
Artinya: “Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umu {b s o
R r i
ka meminta izin, seperti orang-orang yaf:gg; ;W;Ika
ebeium

hendaklah mereé
mereka meminia
don Allah Maha

izin. Demikianlah Allah menj
ey . elas
mengetahui lagi Maha Brj'aks{;m a k‘zg S“J’:I: -;yar-Nya,
: . An- Nuur 59}

Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku
yang

dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya
'mempertangguﬂgiawabkan perbuatanaya tethadap apa yang telah dilakukany dan
atuhi hukuman atas
ukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan

ditetapkan dalam
chkan, akaf tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, h o

dijatuhi sejak pengharamaat ya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebel
um

pengharamanl maka ia term

: t dij tindak pidana ran H .
tidak dapat ¢4 orang lain. Prinsip dasar yang
h

asuk dalam kategori pemaafan.
hukum mempertanggungjawabkan diri secara pid
ana
menjawabnya secara negatif dengan alasan ¢
adanya

ihan dari badan-badan hukum ity. Namuq

perbuatal dan pil

unsur pcngetahuaﬂ

e ——
et
e T
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orang-o i
g-orang yang bertindak atas nama badan hukum
| tersebut d imintai
awab: . . . et dimintai
an pidana apabila terjadi perbuatan yang terl 4
arang.®® Fakto H
T

pertanggung)
yiitg | .
g menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban pidana
! adalah di
dikarenakan

perbuatan i
maksiat (pelanggm‘an-pelanggaran) yaitu
meninggalkan
yang

di e
isuruh/diwajibkan oleh syara’ dan mengerjakan yang dilarang o}
g oleh syara’

Pembebasan pertanggungjawaban itu merupakan keteta
pan agama
yang

-Qur'an dan Hadis Nabi
abi. Satu riwa
yat menyebutkan |
|

telah digariskan dalam al
bahwa ketika ‘Al bin Abi Talib berkata kepada Umar bin Kh
N atab; “tahukah .{
sengkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu tidak dicatat dan t
mereka ti
bertanggungi awab terhadap 2pd yang d fdak
anak sampai dia balig (puber) dan
orang tidur sampai
pai dia

jlakukann’ i
ya, yaitu orang yang gila sampai

dia waras, anak-
gjawab di sini menunjukkan pada
Y
pada mampu atan i
I

50 Kemmnpuanbertanggﬂﬂ

an secara fisik.

am hal ini melihat konsep ahlivah yaitu Suatu sifat yang dimiliki 1

saseorang, yans dijadikan ukuran oleh syari] untuk menentukan sesorang telah )'
a, maksudnya bahwa ahliyyah adalah sifat yang r

nal tuntutan syar
nya, sehingga seluruh

eh syara’, , jadi apabila seseoran
g te]a.h mem
punyai

idak secara psikis Buk
Dal

melakukan suatu tindakan hukum.>!

p telah sah
Kitab Undng-undang hukum pidana tidak ada
suatu
)

opti dari kemanpuan berianggung jawab. Menurut

maka ia dlﬂngga

Membumikan Hukum Pidana Islgm-

P;dana Islam...
akarta: Gema Insani, 2003), him. 166.

S wacans dﬂ" "da S
Hukum-hukum Allah (syari‘ah) , Cet. 1,

.S);ari ‘al dalamm P njefw'a”
%0 1. Doi, F€ him.
A- RMan Grafind® persada: 2002), 28
e FIOH ], (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), him
i , hlm. 308,
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Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto bahwa, kemampuan
bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan

(kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan :

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuataanya sendiri.

b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan

masyarakat tidak diperbolehkan.

¢. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.*

Sebagai dasar dapatiah
jawab, ja mampu untuk menilai dengan fiki aton

dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu

mampu bertangguig

a bahwa perbuatannya dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh

perasaanny
an berbuat sesuai fikiran atau perasaannya it

undang-undang d

Kitab Uundang-up
sesorang mampu bertanggun
kearah itu. Seperti dalam pasal 44 (ayat 1) KUHPidana

dang Hukum Pidana tidak memuat perumusan

mengenai kapan giawab. Di dalamnya termuat

ketentuan yang menunjuk
yang berbunyi:
.2 mel rbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
Eearaggn Slipkmcn jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya
ya, RO :
o a penyakit, 64K dipt o
. slinya adalah : “Nic?t straf_ baar 1S .hlj dll?-een feit begaat dat
Dan teks b YIde gcbrekkjge onmkkfllng storing zijner verstandelijke
hem wegens worden toegerekend .

vermogens 1€t . .
.undang 1 sebenamya tidak memuat apa yang

i
T —




Alasan itu ibadi si
itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis ialah
s i

jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyaki
enyakit”, Dal
keadaan itu pembuat tidak me i -
mpunyai kebebasan kehendak
dan tidak dap
at

menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan terseb
rsebut dapat

menjadi  alasan  tidak di-pertanggung  jawabkannya si
pembuat atas

perbuatannya. 53
Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana berarti bah
wa

orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Karena masih diperlukan pul
a unsur

kesalahan yang mempakan pertanggung-jawaban perbuatan untuk dapatnya oran
g

dipidana:
a. Adanyakem

b. Adanya sikap batin atas
insyafaﬂ atas perbualalmya-

perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan

c. Adanyake
Tidak ada alasan pema3-

uatan pidana dilakukan itu terdiri atas unsur-unsur lahir dan setelah

Perb
dilakukar, pcrtanggunglawaban didasarkan atas unsur-unsur

perbuatan pidana dapat dibedakan antara perbuatan
oa dlam ggung jawaban dalam hukum pidana (antara criminal act dan
KUHP Indonesia tidak ada ketentuan tentang arti

1

criminal respo® ibility)- Dal

pert ggl Ing-j a“(ab.
perbl]ata-n yang

cacat dalam tububnya atau jiwa yang tergangg
u

pid
am
Yang perhubungan dengan itu ialah pasal 44

marang: Yayasah Sudarto, Cet 11, 1990), him. 93-95

— o —




karena penyakit tidak dipidana™ i
pidana”. Kalau tidak dapat di
pertanggung-jawabkan i
Hu

dikarenakan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih
th sangat muda

dan lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Dapat  diambil kesimpulan, bahwa untuk
adan
ya kemampuan

bertanggung-jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan :
yang baik dan buruk,
yang

dan yang melawan hukum.

puan untuk menentukan kehendaknya menurut kei entan
5} afan enlang

perbuatan tersebut.
an faktor akal, yaitu dapat membedakan antar
a

sesuai hukum

b. Kemam
baik dan burukoya
Pertama merupak

dipcrbolehkan dan yan
dapat menyesuaikan tingkah-lakunya yang diperbolehkan

g tidak. Kedua adalah faktor pe

kehendak yaitt
baik. Sebagal konsckuensi maka tentunya orang yang tidak
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan

atau

dan mana yang

mampu menentukan

puruknya

perbuatad 1adi, ia tidak mempunyai kesalahan dan kalay melakukan
demikian i tidak
yang tak mamP! bertanggunE i karena jiwanya tidak normal, mungkin
berbaha)’ﬂbagi masyarakat Karena itu dalam pasal 44 ayat 2 hakim

antuk memcrintahkaﬂ agar terdakwa ditempatkan datam

jama wakiu
uar kalau sudah dian
pukan oleh hakim. Di

dapat dipertanggung-jawabkan. Orang

diberi WeWenang

rumah sakit jiwa %€
5 bisa kel
sakit terseb

pcrcobaan satu tahun. Sekali masuk rumah
ggap sembuh (tidak berbahaya)

sakit dia hany
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dirumuskan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang
menghapuskan pidana, itu bisa ditentukan dengan 3 cara, yaitu:

a. Ditentukan cebab-sebab  yang  menghapuskan  pemid -

Contoh : pasal 19 KUHP Tingkok 1955. An act done by an insane person

is not punishable. Menurut sistem ini, jika seorang psychiater telah ]r

menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atan tak sehat pikirannya
(unsoum} mind), maka hakim tidak bolech menyatakan salah dan |; |

menjatuhkan pidana.

pasal 64 menentukan ]l n’ya ni crime
etat de memencet au temps de L actiion. Ini dinamakan sistem deskriptif
’

ini menurut Code Penal Perancis yang dalam

pi delit lors que le prevenu etait en

(menyatakan)- |
a 53ja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan. 'l-

Menyebutkan akibat
Misalnya : pothing is a8 ©

is incapable of kno
contrary t0 Jaw. Discbutkan, apakah dia mampu

ffence which is done by a person who at the i
. wing the nature of the act or that he is
time of doing it -

perbuatanny? atau menginsyafi bahwa dia melakukan

gl ada bahayanya- Sistem ini dinamakan nommative
hakimiah y2n8 menentukan.

nilai). Di s
menyebabkan sebab-sebabnya penyakit, jika

pamya hingga dianggap tak dapat

emikian rupe 2K

dgipertangg?” jawabl?! pade
> . yntuk menentukat

ya (deskriptif 1 pormative). Cara ini yang

pahwa terdakwa tidak mampu
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bertanggung-jawab tidak cukup ditentukan oleh psychiater atau hakim ity
sendiri tapi harus ada kerja sama antara keduanya. Pertama, menentukan

adanya p.enyakit, yang kedua memberi nilai sebempa pa[ahnya penyakit

sehingga perbuatan tak dapat dipertanggung jawabkan padanya. ™

Melihat kesimpulan tersebut di atas, maka yang pertama merupakan

karena dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang

faktor akal,
perbuatan yang tidak diperbolehkan atau

diperbolehkan dengan
gar hukum. Sedangkan yang kedua merupakan faktor

karena dapat menentukan kehendaknya dengan

penuh keinsafan, terhadap perbuatan

dilarang/melang

erasaan atau kehendak

p
gkah jakunya dengan

menyesuaikan tin
mana yang diperbolehkan.
a itu sebagai konsekuensinya maka orang yang tidak
.11 menentukan kehendaknyd menurut kel
g dilakukﬂﬂﬂ ya,-dia tidak -mempunyai kesalahan kalau
yan,
idana. Qarang Yan
dalam pukum pidané- Menurut pasal 44 KUHP,
) a b |
d:pertanggunglawa . — jawab secard tegas disebutkan
e
idak mampt harus
akalnya dan karena

uma
jurang semp
disebabkan oleh jch alat-alat patinnya cacat dalam tubuhnya atau
0

nsafannya tentang baik dan

buatan
buruknya per g demikian ini tidak dapat

sakit berubah akal atan

] Rmeka Cipta, 2000), him. 165-167

54 Moeljatno.




bertanggung j

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa yang dimaksud tidak
mampu

awab dalam pasal 44 KUHP yaitu; kurang sempurna akalnya dan
a

sakit karena berubah akal. Dan mempunyai pengertian sebagai berikut.

a. Kurang Sempuma Akainya
»Kurang Sempumna akal® seperti yang tercantum dalam pasal 44

| dari istilah yang dipergunakan dalam KUHP belanda tahun

KUHP itu berasa
Kata rverstandelijke vermogens ”. Karena pengertian

1881 yang berasal dari
ertian sempit yang hanya yang

verstandelijke vermogens merupakan peng
jiwa, maka menurut pandangan psikiatri pada

menyangkut sebagian kecil dari
dalam KUHP belanda diganti dengan " geestelijke

pengertian tersebut
pengertian yang lebih iuas. Sedangkan KUHP

rdasi dari KUHP Belanda, masih tetap

Indonesia yang merupakan konko
sandelijke vermogens. Perubahan istilahdari

. totilah dari vers
menjadi geestely'ke vermogens sebagai berikut:

vermogens

verstandelijke Ver mogens
puan jiva (geestvermogens). Setelah kUHP
»Pasal 37 KUHP jzlx_nz:ll:ﬂp pahwa istila}l ”kema'mpuan berfikir”
terbentuk maka ™ ) ity jornyata MmEMPUDYal pengertian yang sempit,
0% put diubal menjadi “geestvermogens” sedang

. ns
eestelijke vermoge -
(& . _'m’_'tsﬂ;ah terse jolam KUHP Nederland yaitu dalam pasal

perubaha.tl ml
37.1,55 . .

o ole KUHP Nederland itu tidak diikuti oleh
ne mpergﬂﬂﬂka“ jstilah lama ” verstandelijke
1oh ind oleh yurisprudensi maupun ofeh

him 251.
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Pengertian kurang sempurna akalnya yaitu jiwanya dalam
pertumbuhannya terlambat/terbelakang atau disebut pula kurang sempurna
ini secara fisik tidak sakit, biasanya

kecerdasan otaknya. Orang semacam 1
siknya dan umurnya sudah dewasa, tetapi jiwanya

terdapat pada orang Yaog fi

ak, hal ini disebabkan pikiranya tidak dapat berkembang

masih kanak-kan
untuk dapat membedakan

mpunyai day2 yang normal

hari dise
ian ini oleh penwsun dan pembentuk undang-undang pada

Pengert!
keterbclakﬂﬂgan

American Psychialri

sygtilah terbelakang secara generis dan di

yang berat. Pengertian

ic Association (APA)

kerusakan mental disebabkan

sempurna dan oleh karenanya orang-
sanggup persaing dengan teman-temannya yang

atau mengelola dirinya atau urusannya

syarat” ,
normal dengan Y  patasen Y208 giberikan yaitu Subnormalitas

irreverSibel (tidak surut kembali) dan
Normal yang & v B g ysia muda (kecil) dan menyangkut

.y 56
emosional- dan sosil

pidana dan Acard Pidana,(Jakarta:Ghalia
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_ Karena Sakit Berubah Akal
stilah karena sakit berubah akal, dapat diketemukan pada

Pemakaian i

| 44 KUHP oleh R. Soesilo, sedang pada KUHP terjemahan yang lain

a istilah tergangg karena penyakit,
ari Belanda ziekelifke storing. Di samping

pasa
yang kesemua istilah

dapat ditemukan pul

merupakan tetjemahan d

terjemahan istilah tersebut di aas, masih
rsebut ke dalam bahasa yang lain, tetapi SCIuanya mempunyai

tersebut
banyak lagi ditemui terjemahan

istilah te
sakit atan diganggu oleh penyakit,

maksud sama yaifu orang yans jiwanya
ikir secara normal. Orang ini pada waktu lahir

.dak dapat berfi

bﬂkbmksdadml
patu ketika karen
menjadi cakit, misalnya: oarang yang

sehingga ia
lmgmlmﬂmmw
etapi padad ®

pikirannya pun dapat berkembang

a sesuatn hal yang sangat

maju, akan t
menggangg¥ pi
rumah dan seluruh harta bendanya

punyai satu orang

dulunya kay2 ray
: in, atau orang yang mem

mudian mati dan sebagainya. Orang-

jasanya disebut orang gila,

it jiwa,o Y
- akal, ad2 dua pandangan dari kalangan

iran organis dan aliran psikologis.

bawﬁWﬂmy
dikenal dan lebih baik

yang salt jebih baik
ala s1k1 an d engan Wene cari dan menemui kelainan-
» pahwa gej dlkelompo P ya. Me ereka memperhitungkan, bahwa
asar dapat ditentukan tempat-

‘ aﬂg Iﬂ lea . .
guan disana dan disana pula akan

s P2 5 kiratt gans
| okal:;ﬁs')’ -lal’:n,’s-,
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Kalau melihat aliran organis, maka dapat mengetahui bahwa aliran ini

menitik beratkan pada anatomi manusia. Apakah anayomi itu ada
kelainan-kelainan yang memungkinkan nantinya menimbulkan suatu
akal. Sedang aliran psikologis yang {

penyakit kelianan jiwafberubah

at dan berkembang, yang menitik beratkan dalam

faktor-faktor psikelogis.
yang saling bertentangan satu

kemudian makin ku

ari sebab gangguan pada
gliran tersebut di atas
ang kemajuan psikiatri. Oleh karena itu maka

mewnc

pandangan kedua
rupakan penghﬂ-l

sama-sama meng;
harus perdampingan dan tidak dapat dikatakan

sama laian, me
aliran ini akhirnya
ahkan. Tetapl

akui, bahwe kedua ailran tersebut

kedua

tidak dapat dipis
penyebab gangguan jiwa.

B. Pembuktian Hukum

1. Pembuktisf dals

a. Pengeftian kitab hukum Islam(Figh), para ahli

. mbuktl )
IStl]ﬂ-h Pe engan 8]" Isbff: yaknl

bu

hokum 1557 ™ mef s
an meJe

dapat mcngungkapkﬂn ” dengan

P - g enyebutﬂya .

AdaP“'“ y p— idak tazim cipaki. Istifah al-

J-Qui'an &

segal sesuatu yang

oLBujial, sl-dalfl, dan al.

antaranya surat al-Hadid

eirut: Dar Al Fikr,tt), him 510




Le
L7 R S T PR < PP At
Loalt f.Ul ¢ sk bl S g ¢ ';JTJMJ 236 €1l Gl 357
L ) A
h, kami menguyus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti
-bukti

Artinya: Sunggu
dan kami turunkan bersama mereka kitab da
n

yang nyala
neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil.

Demikian juga disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Bayyinah
ISR ¢ T e il LEa sz %

5 oA iy il Jal o 1y il G 23
Joti ahli Kitab dan orang-orang m;ﬁ:i’ﬁk

a: Orang-orarg kafir ya
kan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan
ng kepada mereka bukti yang

dikufah) yang isinya a7 ' .
T e, 3 :f#"” % : 134 ~4 -
A L PP 3y G @ (I oAy

) PR I R 21 Bl §pebt OFy adey
gkt o s % ! o4 44
61 ll! &‘:’

).G" J 4 - s
ng mendabvakan suatu hak yang tidak
maka berilah tempo kepadanya

japa Yore |
£ siap? 1 bukh i kalau i
da dit 2P b aan ﬁm{ ta;?f kalaﬂ ia dapad ¢
£ H » .
. : t -me ; hhaknyd:, otapi kalau ia tidak
dap? = aka b7 *ka;ﬁa ia perhak Jikalahkannya, karena
dan lebil menampakan

sanrty®
memb“kﬂ mbukl’ikﬂmﬂ/a’ ;": . kguzuraﬂ”ya
mamps . Igb;‘h :;: 4
jkian ¥ .
orang arse™”
. [myon ali, cet TV (Bandung: Bina
61 pf. Salam M ’

Iimu, 1993), him. 44




pihak yang berperkara dipengadilan agar dapat terkabul

Bagi

permohonannya  atau terpenuhi  hak-haknya, maka harus mam
pu

mempunyai hak atau pada posisi yang benar. Dalam

membuktikan dirinya
ampu mengajukan bukti-bukti yang

pembuktiannya seseorang harus m
uktian ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-

otentik. Keharusan pemb
Al-Maidah ayat 106 yaituw:

WL . L2200 | was T R TR A T [ =d i1
133 oL a.:,a_’,.'l o iyl J-rf_ﬁ" 15} rs':*' 3a55 1yl Lﬂ:‘ﬁLu[H

Qur’an surat

A - = . _of, i, ..
R R [

j _orang Yarg beriman, apabila salah seorang kamu
Hai orang-0r%78 on, sedang dia akan berwasiat, Maka
a orang yang adil

meng’zjap Iwasfaf ity disaksikan oleh dua or
orang yang berlainan agama

famu, 91a% dua
dengan kamy

makna bilamana seseorang sedang
pemasalahan, .maka harus

mengajukan saksi-saksi yang

i ;rang mengajukan
ktikan

Rl g
- . ” ” m‘ . i SI apa
> sabdd M{w‘fmrz«s mampi me

?g"i_ Tbn Juraih dari 162 ~"cg
eirut: Daar Al-Fikr), B0
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b. Prinsip Pembuktian

Menurut hukum Islam, prinsip umurm dalam pembuktian adalah

m

menerapk harus mengetahui gugatan
Prinsip ini dapat dip
Asy’ari, yang jsinya-antar fain menyatakan:

Musa Al-
rKJ C""U Jp s 6‘:1 134 ;..qélé i By 1S z.:mdg it 09
é.hJU g Wby ary JJJ‘-“"';J;:“:“ f.:;"u»‘ 3 36 o
b oy PP IEE i A i ST
655;};

erkard adalah  fard:

Sesungguhy® memutiska” per arau yang
dxkokoht;ca gfﬂ sunnah Y& g harus difkuti, 121 P hamilah apabila
tepa 10 (s u pe kara) dar pufm‘kanlah apabda telah jelas
g, Sama ratakanlah manusia
dalam pandanganmu

keduduka nnya Kar ksanaanﬂ
a ada pela dalam majlism
berpangkat tidak akan

keadilan tanp verperkar®
@i ihak-pihak 7 g ’p <ohinggo orang yang
dan a8 g e v engan am oS ang yang lemah tidak
ar an
;";,::ﬁw o fus o endamb® han keadi g
. dapatnya hakim
2) Hakim harus mengetahm pukku® allah S patnya
) b dengé® jalan mengetahui nas-nas yang
— adal
mengetaht! o
¢’ atav sprude?> i socer™
qa
¢ Bukti
c. Macam-ma° ale _pihak yang berP® ara, alat bukti artinya
pipand2n® ¢ seg' P cah pibak-pihak
p g bis sipergundk®® pihak-pInaic YEA8
gt ot P d i 752 pongadilan”
inkad
tuk meny Acard Jslam, (Semarang Pustaka
dala H

64
T.M. Hasb 3
127-12 dilart pa

Rizqy Putra, 1997), DI
% M, Salam Madku

- —_——
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va, berikut ini macam-macam alat bukti hukum

Istam terdir dari 7 (tujuh)

Mengenai macamn

menurut hukum acard peradilan

yaitu:‘53

1) IqrEr(Pengakuan)
ialah pengakual pih

peristiwa hukum yang &

Jk tergugat / tertuduh dimuka

Al- Iqrér
igugatkan/ditudubkan

sidang tentang gesuatt

kepadanya."”9
Dasar huku™® entang 1478 (peangakukar) ini terdapat dalam

ayat 135.
g dapat diterima sebagai alat bukti adalah
'elaS, terpel‘illci, dan paStl Apabila pellgakuan




2)
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ya dilakukan dengan tulisan, dan tidak dalam masalah zina.

t dilakukan dengan tulisan. Ada sebagian ulama

isyaratn

Pengakuan juga dapa
tidak membenarkan berpegang kepada tulisan, karena tulisan ity
al-Quran dan hadis, membenarkannya

Syahid (Saksi) .
. mbil dari kata musyahadah yait sesuatu yang
i
ganksi ™M
ang ditentukanny?- Syahid
iketahui dengan lafad asyhadu dan

emberikan keterangan  yang
juga bisa berarti

2
' . cebagai alat pukti terdapat dalam al-

qescorangn ditunfut untuk
pa menyembunyikan fakta

. . kesaksian secara lisan
ampalkaﬂ
g 5ok . gan diwakilkan
sedikitp"m' Seor™" tiadak poleh tertulis daf -
H gﬂn’ : .
. di .]J‘3rsldaIl o s ks hendak menyampaikan suatu
: gan itu tidak lagi merupakan

(Banduﬂg5

Al-Ma’aarif, 1988), him.




78

Berakal

Dewasa

Merdeka

Adil
maka harus

Untuk menentukan odil tidaknya saksi,

okian atas dasar itimides

orong untuk mempersaksikan hal yang

i orang laip -
demi Oleh karenanyd dapat mempengaruh:

itk menetapkan B

. jalan

ah gebagd sualt kuat, karena OFe

Sump perupak®® pugjah Y278 :
.tll ]

ahwa sumpah adalah




|am, macam-macam sumpah dilihat dari segi

Menurut hukum Is

g mengucapkannyd dibagi menjadi 3 (tiga) macam,” yaitu

(yamin al-syahid) yaitu sumpah
sebelum memberikan kesaksiannya

orang yan
yang dikemukakan

a) Sumpah saksi

oleh seorang saksi, yang

pengadilan yang tujuanny? untuk menyuguhkan

didepan sidang
tentang kejuju:annya.dalam bersaksi.

by Sumpah tergugat
yang dikemukakan penggUgat

odalah sumpeb
menelak tuduhan bahwa

suIﬂP""hm‘”Jl atas

i, S0P sangoep 6095 scbagai alat bukti

kepadanya,

jlan- .




4) 4

ah itu dilakukan sendiri oleh tergugat, dan tidak bboleh
ole

d) Sump
diwakilkan, karena berkenaan dengan diri saendiri dan agam
a

orang yang bersumpah itu sendiri.
e) Sumpah tidak perkaitan dengan hak-hak Allah SWT semata,

rti dalam persoalan hudud.

sepe
a berlaku pada Kasus-kasus yang terdapat kasus

f) Sumpah itu baoy

ity pembuktianny? dap

ukaniah merupakan
na menghﬂfﬂpkﬂn menolaknya pihak yang

+ ilakukan melalui pengakuan.
alat bukti unfuk menetapkan hak,

Sumpah b

ia ditempuh han¥? kare
diterima melakukanya di depat sidang pengadnlan
(Penolakan gumpah) ternyala dikalangan
at bukti atau tidak.

dapat

akan sumpab tidak

; menolak gugatan

penol

Peﬂdf-’F'at
agei 477

dapat dipakal ab Y8 d‘s"“’p
gﬂ

gt ke P eng™" 1kalahl‘ﬂ’"
mak?

1a

penggué




3)

7 " Ibid...

v Anshorudd
Ogyakarta: pustak!a pelaj?’
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kalangan Mazhab Syafi’i dan Maliki yang bersumber dari pendapat

«mar Ibn Khatab, Zaid bin Sabit dan Uban bin iKa’ab.™

Pengetahuan Hakim
 ada tiga riwayat, yaitu:

riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh
gikut-pengikumya, menbyebutkal pahwa Ahmad tidak memutus
getahuannya dalam
Keduas i hakim diperbole
ya dalam perkara pidana had dan

pen

berdasarkan pen
pahwa bag

hkan memutus berdasarkan

yang lain secara

pengetahuann
mutlak. _
bahwa hakim diperbolchkan menjatuhkan

tigd, o

kel gctahuanﬂya’ kecuali dalam perkara

-dak_ber-kehams
’

Im. 132
Jh Huk e
offS

LR
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ér-”:. 9-,." |‘: f"k" 'ﬁd £ .
AN Lozl G158 |5l 0l o
yang beriman, jadilah kamu

?8’, .j-fTI’ ’1’
Sl ¥
orang-orang
k keadilan, menjadi

Artinya: Wahai
ng benar-benar penega

orang ya
saksi Karena Allah walaupun  terhadap dirimu

sendiri ..(QS. An Nisa ayat 135)

Berdasarkan pendapat ini, scoarang hakim tidak dapat
| apabila melihat salah satt pihak dari mereka yang

dikatakan adi

50 erang)
gh sama artinya de

6) Qasamah
ngan sumpah, dan
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Qasamah disyari’atkan dalam rangka memelihara jiwa,

adaan bagaimanapun perbuatan

amah karend merupakan jalan keluar

i dapat tetap di gas

sehingga dalam ke -perbuatan orang

——— e —

yang Kej
mbunuhan misalnya, dimana

kan suatad kasus pe
saksi atau tidk adanya pengakuan.
disyari’atkan untuk

untuk menyelesal
tidak terdapat bukti berup2

Menurut Hanafiyah gasamah
gulang] gelalaian WA rempat ditemukannya korban dalam
yahny8 dari tindakan-tindakan kriminal

menjaga dan memeliha:a wila

ukan, paik ol¢
mereka dalam

menang

mengamankan wilayahnya,
amah dan sebagai -

[uar. Akibat Kelalaian
ve harus melakukﬂﬂ gas




kesimpulan yang ditanggapi hakim dari

a) Qarinah Urfiyah, yaity

suatu peristiwa yang terkenal (ma ruf} untuk suatu peristiwa
yang

tidak terkenal.

syar ‘iyyah, yaitu qarinah- garinah yang dikeluarkan

b) Qarinah
gwa yang terkenal untu peristiwa yang tidak

syara’ dari peris

terkenal.

Mesklipun garinah alat bukti, namutl tidak semua garinah
sebagai alat bukti. Roihan A Rasyid memberikan
ang dapat dijadikan sebagai alat bukti-

akinkan tidak akan dibantah lagi oleh

kriteria gar inah ¥
dan meny

tu harus jelas

dapat dijadi

 aitria 1a02? adalah semuagarinab
ilingkung®® peradilan SePIE
arinah-qariﬂah yang demikian

an hukﬂm Jslam- Q
d_ldllkung oleh bukti laimya'”

garinah i
manusia normal/b®
jelas tidak
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a) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk

dijadikan dasar dan pegangar.

b) Terdapat hubungan yang menunjukan adanya keterkaitan antara

las (dahin) dan yang samar (khafi).

keadaan yang J

d. Proses Pembuktian
bahwa di antara kewajiban gadi

islam dinyatakan
sama terhadap pihak-pihak yang berperkara
beliau

dalah memandang
W, kepada <Ali ketika

asulullah SA
untuk memutus perkara bagi penduduk Yaman,

(hakim), a

sebagaiman Pesa”
mengutusnya ke Yaman
yakni «gpabila duduk dihadap

janganlah tergesa-8°52

n dala® Hu




86

”an.” maka bera_rti ”pl'OSﬁS”,

9!Pe” dan akhil'an
secara terminologi pembuktian

mendapat awalan

i’car

“perbuatan”, a memebuktikan”,
dakwa dalam sidang

penar atay salahnya si ter
pembuktian suatu perkara adalah

menyakinkan orang lain.”

saha menunjukan
y ang dima](Slld
dan dﬂhl hingga daPat

berarti u

pengadilan. Jad!

memberikan keterangat

(Y - pus
ogyakarta: PUSE ™ " ppfui 4

62-63

a9 1
R. Subekth =y gt

|
I
|
J
i
I
!
1
[
|
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Menurut Sudikno mertokusumo, pembuktian mempunyai bebera
pa

pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis dengan penjelas
an

sebagai berikut:
1) Membuktikan dalam arti logis, ialah memberikan kepastian yan
j me g
bersifat mutl karena berlaki bagi sctiap orang dan tidak
memungkinkan adanya buldi lawar-
2) Pembuktian dalam * ¢ alah memberikan kepastian
yang bersifat nisbi at2U relaif dengan tingkatan sebagai berikut:
a) Kepastian Yor didasarkan 8ias P .
di yan alas perasaal, an im bersifat intuitif.
: sacarkan aiaS anganakal, make oleh

3) Membuktikaﬂ I
a hakim yang @
kebenarant peristt
jaku bagi pihak yang

dasar huku® pembuktian adalah
al 283 RBg, dan pasal 1865 BW.

-
ebut pad? ckat)? & ;
ol atau 8 menyebutkan
un

ai
mpuny’ pakoyd i, atau
uktikan adanyd

rané . gan jtu.
‘ bukﬁan'j“ga diseb

berbuﬂ}’i‘

v/ (4
Lkt Huk®

him 91 gudikno Mert® ibio
. 127- . ib1%
71 28. R 7iitros
p R. Subekﬂ dan
aramiths, 1999), 1 47>
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Adanya kewajiban

dus

ta, lemah Jan gugatan

88

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada scorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnyd dua alat buksi yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

manusia tidak semauiya menuduh

mbuktian ini agar
lain dengan tanpd adanya bukti yans menguatkan tuduhannya.
ini akan mengunmgkan gugatan orang-orang yang

yang asél gugat.”

Perlunya p¢
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diajukan oleh para pihak, dan juga hakim terikat pada peristiwa yang

diakui oleh tergugat atau yang tidak dipersengketakan.gs

um acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim
mata berdasarkan hal-hal yang dianggap
perdasarkan bukti-bukti yang
| Jadi hakim tidak

Dalam huk

memutuskan perkara semata-
ak-pihak yang berperkara dan
am sidang pengadilan.
individu yang dilanggar, selamorang

benar oleh pih

dibawa mereka it dal

mencampuri terhadﬂph&k‘hak

gikan tidak melakukan

Dalam hukum acara P!
mempcl‘Oleh b[]ktl

diru

berkewajiban unfuk
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1) Keterangan akst
2) Keterangan ahli
3) Surat
4) Petunjuk
5) Keterangan terdakwa’’
Dalam hukum acard pidana, Keterangan saksi tercanm dalam pasal
ebagai alat bukti

unyi keterangan saksi S

185 KUHAP ayat (1) yang berb
ngadilan. Untuk pemeriksaan di

akan di sidang P

1 pasal 186 KUHAP yang berbunyi:

ialah apa yang saksi ny2

”I(eterfulgaigl8
pengadilan.
dana alat pukti surat Jebih khusus dijelaskan

. ang dibuat oleh

. am pen resml.yang
ure! lm;:mdalatau yang gibuat dihadapantyes yang
2 % tau keadadl yang didengar,
glasan yang jelas

‘ dang- dangan atau surat
Ketentu3? %ea[m;angg (ermasuk dalam !
dipcnmtukanbagl

2) Surat yané

kcteraﬂg ’ mengeﬂﬂ-‘ .
keahllaﬂﬂ)’ﬁ. dari adaﬂya]ka ada hubungalmya dengan 151

3) Surat ;
perlaky]
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amun demikian kekuatan pembuktian dari surat-surat umum

pidana, n
am hukum perdata berlaku juga dalam

penilaian

maupun khusus di dal
Kuatan bukti surat-surat.”

ara pidana tentang ke
gkaan tercantum dalam

hukum ac
pidan2 alat bukti persan

Dalam hukum acara

pasal 188 KUHAP yang berbunyi: _
sadian, atay keber?daan yang karena

2) Petun

3} Penilaian atas .
) ertents dllak"k‘“;leﬁksaﬂ?me

it
wﬂ Hﬂ,, i e
pum #°

| » andi Ham o
984), him. 252 daﬂg’“”daﬂg
n

100 goivab Ul




TI
NJAUAN HUKUM ISLAM TE
PERKARA PIDANA
ertanggung Jawab)

Ker:‘dakmampuan B

(Pasal 44 KUH jdana tentang
A. Pert: ,

ertanggungj awaban Hukum dalam Sistem pembuktian
pada dasarny@ pcngeﬂian

diharamkan oleb ®
b ayat 5.
: ".gl s )*";

Allah dalam surat al-
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Namun demikian hukum Islam mengecualikan hal tersebut jika terjadi
1

dal i i ;
am tindak pidana gisas, yang dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun
aan. Hal ini berlaku untuk perintah Qisas.

: ada unsur kelalaian atau unsur kealp
umber dari wahyu, yaitu al-

Hukum Islam adalah hukum yang bers
ni akan menghalangi interpresi manusia dan

ur'an dan Sunnah .adatah tetap tidak
gkan dalil hukum, tetapi hanya
tervensi kepentingan

jan hukum itu,

Qur’an dan Sunnah. Kenyataan i

ketentuan terhadap hukum- Sebab al-Q
ukan mendatan

berubah. Peran manusia b
syari’at‘ Memaﬂg in

menggali hukum
manusia bisa saja masuk P?
gecil dan Lalaupun terjadi akan mudah

ya sangat
md, panyak 035 ang bersif

| tetapi kemungkinann
gl gat’i al-Dalalah,

dikenali, Alasannya: Per

hanya memiliki sat¥

ditafsirkan secara ber agam-

yang didalamnya emungk! o
. . yang .dl e
ggalian hukumpya

berada dalam bingka! ™
pahas? ard™ g1
alam sudah paky-

interpretasi ungkapas 4
harus sesuai dengan metodolog' jstin pgan 8

Dalam hal Pcmbukﬁan. i ke
diberikan oleh ses€o™ & fu
g e
, ¢ ol ok nper®'®”
diperlukan untuk me ; -
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